PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdata
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
gugatan antara:
ZAENAL MUTTAQIEN,

, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Lawan
1. LUKMAN MALANUANG selaku RT.001/011 Kelurahan Cibadak Tanah
Sareal Kota Bogor, Yang beralamat di Bukit Cimanggu City
Florensia Blok G3 Nomor 8-9 Tanah Sareal Kota Bogor Jawa
Barat 16166, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H.,
Holly Muridi Zham-Zham, S.H., M.H., Fikry Syarifuddin, S.H.,
M.H., Sunarto Efendi, S.H., Moh. Wirdan Syaifullah, S.H.,
Ferdian Zakiy Syahputra, S.H., Bayu Yusya Uwaiz Al-Khorny,
S.H. dan Muhammad Ichsan Hasanuddin, S.H. Para Advokat
dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Satu Energi
Law Firm Advocates and Legal Consultants yang beralamat
di Jalan Kalibata Selatan II A Nomor 9 Pancoran Jakarta
Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus 16 Agustus 2025 selanjutnya disebut sebagai
Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. YENI YULNAINTIN selaku RW.011 Kelurahan Cibadak Tanah Sareal
Kota Bogor, Yang beralamat di Bukit Cimanggu City
Florensia Blok G3 Nomor 8-9 Tanah Sareal Kota Bogor Jawa

Barat 16166, Dalam hal ini Tergugat Il memberikan kuasa
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kepada Chandra, S.H., M.H, dan Drs. Ahmad Yani, S.H.,
M.H. Lawyer dan Counsellor pada Kantor Hukum The
Delictum Law Office beralamat di Bukit Cimanggu City Blok
N5 Nomor 12 Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
Il;

3. HERRY CHAERUDDIN, S.E., selaku Lurah Cibadak, Tanah Sareal.
Kota Bogor, Yang beralamat di Perum Taman Sari Persada
Nomor 1 Blok H3 RT.01/RW.15 Kelurahan Cibadak,
Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat 16166,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alma Wiranta, S.H.,
M.Si (Han)., Yulia Anita Indrianingrum, S.H., M.Sc., Roni
Ismail, S.H., M.H., Nuniek Wulandari, S.H., Fitriyanti, S.H.,
Vilya Christiana, S.H. dan Muhammad Yunus Saptoaji, S.H.
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sekretariat Desa Kota Bogor yang beralamat di
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 181/50/CGP tanggal 22 April 2025,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat lll;

4. ADHITYA BHUANA KARANA selaku Camat pada Kecamatan Tanah
Sareal Kota Bogor, Yang beralamat di Jalan Kebon Pedes
Nomor 20 RT.04/RW.03 Tanah Sareal, Kecamatan Tanah
Sareal Kota Bogor Jawa Barat 16161, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Alma Wiranta, S.H., M.Si (Han).,
Yulia Anita Indrianingrum, S.H., M.Sc., Roni Ismail, S.H.,
M.H., Nuniek Wulandari, S.H., Fitriyanti, S.H., Vilya
Christiana, S.H. dan Muhammad Yunus Saptoaji, S.H.
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sekretariat Desa Kota Bogor yang beralamat di
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/236-Tansar tanggal 22 April
2025, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. DEDIE ABDU RACHIM selaku Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat,
Yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10
RT.01/RW.01 Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota
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Bogor Jawa Barat 16121, Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Alma Wiranta, S.H., M.Si (Han)., Yulia Anita
Indrianingrum, S.H., M.Sc., Roni Ismail, S.H., M.H., Nuniek
Wulandari, S.H., Fitriyanti, S.H., Vilya Christiana, S.H. dan
Muhammad Yunus Saptoaji, S.H. Kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Desa Kota Bogor yang beralamat di Jalan Ir. H.
Juanda Nomor 10 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 100.3/1819-Bag.Huk.Ham tanggal 22 April
2025, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Il;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan

surat gugatannya tanggal 21 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Maret 2025 dalam

Register Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Bgr, yang mana gugatan Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

A. Dalil Posita

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan

Perbuatan Melawan Hukum ini dengan alasan-alasan atau dalil hukum sebagai

berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha yang didirikan secara resmi
sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mempunyai Nomer Induk
Berusaha dan telah berijin Badan Kordinasi Penanaman Modal,

2. Bahwa Penggugat merasa Para Tergugat tidak melayani dan mengayomi
Penggugat sebagai bagian dari warga bahkan Tergugat | terkesan
menghalang-halangi Penggugat selama menjalankan kegiatan berusaha.

3. Bahwa kedudukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan Pasal 1 :

Angka (9) :
Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan

lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga
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yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah
kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah

Angka (10) :

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan
lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau

Lurah

. Bahwa berdsarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat Desa, Pasal 7 (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b
bertugas:

a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;

b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan

dan perizinan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut hukum positif di
Indonesia Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat
disimpulkan dibentuk untuk: Mempelihara dan melestarikan nilai-nilai
kehidupan masyarakat Indonesia, Meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas Pemerintah Desa atau kelurahan, Memberdayakan seluruh potensi
swadaya masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
. Bahwa sangat disayangkan Faktanya Tindakan-tindakan Tergugat | dan
Tergugat Il sangat kontradiktif dengan yang disampaikan diatas karena
telah melebihi dari tugas dan wewenangnya
. Bahwa pada pertengahan April 2024 Tim Bimbingan Belajar (Bimbel)
telah berkunjung ke Rumah Tergugat | selaku ketua RT didampingi oleh
security/petugas keamanan untuk melakukan laporan layaknya penghuni
baru datang. Namun disambut dengan gesture tolak pinggang tanpa
mengenakan pakaian, hanya handuk menutupi tubuh sambil mengatakan
‘kalau untuk tempat tinggal boleh, kalau untuk usaha tidak boleh!”
Padahal Bimbel telah mengantongi ijin dari BKPM.
. Bahwa Tanggal 3 Juni 2024 Tergugat | datang ke depan Bimbel dan

memfoto-foto tanpa ijin, lalu seorang karyawan Penggugat yang bertugas
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sebagai Office Boy menghampiri dan menanyakan “kenapa foto-foto,
kalau ada perlu silahkan masuk saja” dijawab oleh Tergugat | “udah ijin
sama lapor?!!” sambil membentak dan hal tersebut disaksikan dan
didengar oleh 2 staff bimbel lain.

9. Bahwa setelah bentakan tergugat |, Office Boy, masih menanyakan
dengan baik-baik, “Bapak siapa” dijawab dengan nada keras “RT”;

10.Bahwa Office Boy masih menawarkan untuk masuk dan berbicara,
namun dijawab oleh tergugat | “GAKI!!!, Saya ada keperluan lain”;

11.Bahwa tanggal 11 Juni 2024 Penggugat menerima surat resmi yang
dikeluarkan oleh Tergugat | dan Tergugat Il yang isinya “untuk tidak
membuka usaha di jalan utama BCC”;

12.Bahwa Tindakan Tergugat | dan Tergugat Il tersebut adalah
penyalahgunaan kekuasaan/Tindakan “Abuse of Power” karena Tergugat
| dan Tergugat Il secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk
boleh/tidak membolehkan (izin) kepada Penggugat;

13.Bahwa sesuai semangat Perintah yang mendorong usaha kecil dan
menegah serta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja
yang dibuat oleh DPR dan Permerintah dengan tujuan memangkas
perijinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. ljin
terpusat di BKPM melau OSS;

14.Bahwa berdasarkan hukum tidak ada kewenangan dan peraturan yang
menyebutkan peraturan Rukun Tetangga (RT) lebih tinggi dari peraturan
Undang-undang. Sehingga bisa melarang untuk boleh dan tidak boleh
berusaha demi pekerjaan dan penghidupan yang layak;

15.Bahwa atas Tindakan dari Tergugat | dan Tergugat Il maka Penggugat
telah mengirimkan surat teguran melalui Kuasa Hukum Bimbel pada
tanggal 1 Juli 2024. Yang pada dasarnya keberatan atas segala
Tindakan merintangi usaha Bimbel untuk berjalan.

16.Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 telah datang Tergugat lll sebagai Lurah
memediasi agar saling memaafkan dan membayar IPL mulai dari
kesepakatan. Karena sejak Maret, April, Mei dan Juni pembayaran di
tolak, dan Bimbel mengeluarkan uang guna meyewa orang untuk inap
sebagai kemanan dan membuang sampah sendiri tanpa fasilitas
perumahan;

17.Pada bulan Agustus 2024, telah datang Dinas PTSP, DAMKAR, Disdik,

KLH yang menyatakan bahwa telah memenuhi persayaratan untuk usaha
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Bimbingan Belajar guna mendapat sertifikat penyelenggara Pendidikan
non formal. Silahkan lanjut ketahap berikutnya;

18.Bahwa pada bulan Agustus 2024, terinfo dari PTSP bahwa perijinan
Bimbel Lausn Academy terganjal karena tidak ada persetujuan RT,RW
dan Lurah hal ini menjadi tidak masuk akal, karena dalam form perijinan
Bimbel tidak ada formulir yang harus diisi seperti itu;

19.Bahwa kemudian hari pada bulan Agustus 2024, terinfo bahwa Tergugat
[l berusaha mengganjal perijinan Bimbel dengan menyatakan tidak ada
persetujuan RT atau tergugat I;

20.Bahwa pada Bulan September 2024 perwakilan dari Tergugat | atas
nama Fauzi, datang menanyakan pembayaran IPL, sebelum kami
menyewa rumabh;

21.Bahwa pihak Bimbel menjawab itu bukan menjadi urusan dan
kewenangan kami, karena penyewa sebelumnya kami tidak kenal dan
tidak tahu menahu. Tetapi sdr Fauzi meminta bantuan untuk melacak dan
menagihnya;

22.Bahwa Staff bimbel dengan itikad baik melacak dan ikut membantu
menagih IPL tertunggak penghuni sebelumnya, tanpa akomodasi,
transportasi dan apresiasi dari pengurus RT;

23.Bahwa Sdr Fauzi menyatakan untuk IPL Bimbel bisa dimulai pada bulan
Oktober 2024 sesuai arahan Lurah atau Tergugat Il karena memang
periode sebelumnya untuk kemanan dan sampah dilakukan sendiri;

24.Bahwa setelah berjalan Oktober hingga Maret 2025, Tiba-tiba Tergugat |
melalui pengurusnya meminta pembayaran dari 6 bulan awal Bimbel
Lausn Academy menyewa, padahal saat itu Bimbel Lausn Academy
membuang sampah sendiri dan keamanan sendiri. Pembayaran IPL yang
dimulai pada Oktober 2024 dilakukan sesuai arahan Tergugat Il1;

25.Bahwa Tergugat | juga diketahui telah mengeluarkan Penggugat dari
grup warga pada awal Maret 2025 padahal Penggugat sampai dengan
saat ini masih memiliki hak sebagai penyewa,;

26.Bahwa Penggugat Bimbel Lausn Academy masih aktif membayar luran
Pengelolaan Lingkungan hingga Maret 2025 namun pada Maret 2025
dipasangi spanduk didepan Bimbel yang membuat keresahan siswa yang
juga merupakan warga BCC dan merasa selama ini tidak ada warga
yang keberatan;

27.Bahwa Tergugat | setelah pemasangan spanduk, admin Bimbel
mempertanyakan kenapa Bimbel yang merupakan warga aktif
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

pembayaran iuran malah dipasangi spanduk itu, pihak bendahara
menjawab silahkan langsung tanya ke Ketua RT (Tergugat I);

Bahwa atas dasar beritikad baik Penggugat bersama Pembina Bimbel
dan Manager Area mendatangi rumah Tergugat | (Ketua RT) dengan
maksud untuk mengklarfikasi namun hanya diterima masuk dalam
pekarangan/hanya diterima didepan gerbang tanpa mengajak untuk
berbicara didalam;

Bahwa Bimbingan belajar masih aktif membayar iuran IPL bulan Maret
2025 namun secara sewenang-wenang dikeluarkan dari grup warga RT
01/RW 011 Bukit Cimanggu City (BCC) oleh ketua RT (Tergugat I);
Bahwa pemasangan spanduk yang berada tepat didepan Bimbel
merupakan bentuk dari menjatuhkan nama baik Bimbel dan sudah
terpasang berminggu-minggu namun Tergugat Il selaku Lurah Cibadak
dalam hal ini adalah Pembina RT dan RW tidak mengambil Tindakan
apapun atau melakukan pembiaran;

Bahwa pada kemudian masih pada tahun 2024, Lurah Cibadak telah
datang dan melakukan mediasi yang intinya mendukung kegiatan bisnis
karena meningkatkan ekonomi Kota Bogor dan menyarankan agar
semua pihak memaafkan dan melakukan pembayaran dari bulan sesuai
kesepakatan baru. Namun setelah kejadian pemasangan spanduk maret
2025, manager area mendatangi kelurahan, namun Tergugat Il tidak ada
di tempat;

Bahwa berdasar Peraturan Walikota Bogor Nomor 77 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor .........
BAB XI Pembinaan Dan Pengayaan Pasal 44 ayat (1) Walikota, OPD,
Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan. Namun Tergugat Ill tidak melaksanakan
kewajiban membina Tergugat | dan Tergugat II dan melakukan
pembiaran hingga gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Negeri Bogor
Spanduk Provokasi dan menjatuhkan nama baik bimbel masih terpasang;
Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh
Para Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian materil
hilangnya potensi keuntungan dikarenakan hilangnya siswa baru yang
akan mendaftar, sebesar 90 juta perbulan;

Bahwa selain daripada kerugian nyata yang wajib dibayar oleh Para

Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Para Tergugat juga wajib
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memberikan ganti rugi Immateril yang diderita Penggugat sebagai akibat

dari tindakannya yaitu antara lain :

a. Ketakutan  siswa-siswi yang  sedang belajar  mengenai
keberlangungan Bimbel Intensif Ul

b. Ketakutan pengajar akan keberlangsungan pekerjaan dan hak hidup
mereka

c. Ketakutan dan kekhawatiran staff Bimbel akan keberlangsungan
pekerjaaan dan hak hidup mereka.

d. Tercorengnya nama baik Penggugat.

Atas hal-hal yang berdampak negatif pada Penggugat sebagaimana

tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara untuk menghukum Para Tergugat agar memberikan

ganti rugi immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

35.Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas Tindakan Tergugat

I, Tergugat Il dan Tergugat Ill dapat dapat dikategorikan suatu perbuatan

melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut

; Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

36.Bahwa terhadap Tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh Para Tergugat maka beralasan kuat untuk Penggugat menuntut

kepada Para Tergugat menyampaikan pemintaan maaf secara tertulis

pada 2 (dua) media cetak lokal Jawa-Barat yang ukuran dan redaksinya

akan ditentukan oleh Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tindakan para Tergugat | dan Il yang melarang adanya
Bimbel di Blok H-3 BCC Tanah Sareal adalah Tindakan Perbuatan
Melawan Hukum.

3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf
secara tertulis kepada penggugat di 2 (dua) media cetak Jawa-Barat
yang ukuran dan redaksinya ditentukan oleh Penggugat.

4. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il memasukan Kembali dalam grup
WA Warga BCC RT 01 RW 011.
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5. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il secara tanggung renteng untuk
membayar kerugian materiil yang diderita penggugat sebesar Rp.
90.000,0000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

6. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il secara tanggung renteng untuk
membayar kerugian imateriil yang diderita penggugat sebesar Rp.
1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)

7. Menghukum Tergugat Il untuk memberikan surat teguran tertulis atas
Tindakan abuse of power yang dilakukan oleh Tergugat | dan Tergugat .

8. Menghukum para Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Il untuk
membayar biaya perkara.

9. Menghukum Tergugat Ill dengan memberhentikan Ketua RT 001/011
atas nama Lukman Malanuang secara tidak hormat sebagai ketua RT.
10.Menghukum Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il agar melakukan

pembinaan pada Tergugat IlI;
Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah
mengajukan perbaikan gugatannya sebagai berikut:
A. Dalil Posita
Bahwa penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dengan

alasan-alasan atau dalil hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha yang didirikan secara resmi
sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mempunyai Nomer Induk
Berusaha dan telah berijin Badan Kordinasi Penanaman Modal,

2. Bahwa Penggugat merasa Para Tergugat tidak melayani dan
mengayomi Penggugat sebagai bagian dari warga, bahkan Tergugat |
terkesan menghalang-halangi Penggugat selama menjalankan kegiatan
berusaha;

3. Bahwa kedudukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 :

Angka (9) :

Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan

lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga
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yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah
kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah

Angka (10) :

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan
lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau

Lurah

. Bahwa berdsarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat Desa, Pasal 7 (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b
bertugas:

a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;

b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data

kependudukan dan perizinan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut hukum positif di
Indonesia Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat
disimpulkan dibentuk untuk: Mempelihara dan melestarikan nilai-nilai
kehidupan  masyarakat Indonesia, Meningkatkan  kelancaran
pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau kelurahan, Memberdayakan
seluruh potensi swadaya masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
. Bahwa sangat disayangkan faktanya tindakan-tindakan Tergugat | dan
Tergugat Il sangat kontradiktif dengan yang disampaikan diatas karena
telah melebihi dari tugas dan wewenangnya.
. Bahwa pada pertengahan April 2024 Tim Bimbingan Belajar (Bimbel)
telah berkunjung ke Rumah Tergugat | selaku ketua RT didampingi oleh
security/petugas keamanan untuk melakukan laporan layaknya penghuni
baru datang. Namun disambut dengan gesture tolak pinggang tanpa
mengenakan pakaian, hanya handuk menutupi tubuh sambil
mengatakan “kalau untuk tempat tinggal boleh, kalau untuk usaha tidak
boleh!” Padahal Bimbel telah mengantongi ijin dari BKPM,;
. Bahwa Tanggal 3 Juni 2024 Tergugat | datang ke depan Bimbel dan
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memfoto-foto tanpa ijin lalu seorang karyawan Penggugat yang bertugas
sebagai Office Boy menghampiri dan menanyakan “kenapa foto-foto,
kalau ada perlu silahkan masuk saja” dijawab oleh Tergugat | “udah ijin
sama lapor?!!” sambil membentak dan hal tersebut disaksikan dan
didengar oleh 2 staff bimbel lain;

Bahwa setelah bentakan tergugat I, Office Boy, masih menanyakan
dengan baik-baik, “Bapak siapa” dijawab dengan nada keras “RT”;
Bahwa Office Boy masih menawarkan untuk masuk dan berbicara,
namun dijawab oleh tergugat | “GAKI!!!, Saya ada keperluan lain”

Bahwa tanggal 11 Juni 2024, PENGGUGAT menerima surat resmi yang
dikeluarkan oleh Tergugat | dan Tergugat Il yang isinya “untuk tidak
membuka usaha di jalan utama BCC”;

Bahwa Tindakan Tergugat | dan Tergugat |l tersebut adalah
penyalahgunaan kekuasaan/Tindakan “Abuse of Power” karena Tergugat
| dan Tergugat Il secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk
boleh/tidak membolehkan (izin) kepada Penggugat;

Bahwa sesuai semangat Perintah yang mendorong usaha kecil dan
menegah serta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja
yang dibuat oleh DPR dan Permerintah dengan tujuan memangkas
perijinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. ljin
terpusat di BKPM melau OSS;

Bahwa berdasarkan hukum tidak ada kewenangan dan peraturan yang
menyebutkan peraturan Rukun Tetangga (RT) lebih tinggi dari peraturan
Undang-undang. Sehingga bisa melarang untuk boleh dan tidak boleh
berusaha demi pekerjaan dan penghidupan yang layak;

Bahwa atas Tindakan dari Tergugat | dan Tergugat Il maka Penggugat
telah mengirimkan surat teguran melalui Kuasa Hukum Bimbel pada
tanggal 1 Juli 2024. Yang pada dasarnya keberatan atas segala
Tindakan merintangi usaha Bimbel untuk berjalan;

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 telah datang Tergugat Il sebagai Lurah
memediasi agar saling memaafkan dan membayar IPL mulai dari
kesepakatan. Karena sejak Maret, April, Mei dan Juni pembayaran di
tolak, dan Bimbel mengeluarkan uang guna meyewa orang untuk inap
sebagai kemanan dan membuang sampah sendiri tanpa fasilitas
perumahan;

Pada bulan Agustus 2024, telah datang Dinas PTSP, DAMKAR, Disdik,
KLH yang menyatakan bahwa telah memenuhi persayaratan untuk usaha
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Bimbingan Belajar guna mendapat sertifikat penyelenggara Pendidikan
non formal. Silahkan lanjut ketahap berikutnya;

Bahwa pada bulan Agustus 2024, terinfo dari PTSP bahwa perijinan
Bimbel Lausn Academy terganjal karena tidak ada persetujuan RT,RW
dan Lurah hal ini menjadi tidak masuk akal, karena dalam form perijinan
Bimbel tidak ada formulir yang harus diisi seperti itu;

Bahwa kemudian hari pada bulan Agustus 2024, terinfo bahwa Tergugat
Il berusaha mengganjal perijinan Bimbel dengan menyatakan tidak ada
persetujuan RT atau Tergugat I;

Bahwa pada Bulan September 2024 perwakilan dari Tergugat | atas
nama Fauzi, datang menanyakan pembayaran IPL, sebelum kami
menyewa rumabh.

Bahwa pihak Bimbel menjawab itu bukan menjadi urusan dan
kewenangan kami, karena penyewa sebelumnya kami tidak kenal dan
tidak tahu menahu. Tetapi sdr Fauzi meminta bantuan untuk melacak
dan menagihnya.

Bahwa Staff bimbel dengan itikad baik melacak dan ikut membantu
menagih IPL tertunggak penghuni sebelumnya, tanpa akomodasi,
transportasi dan apresiasi dari pengurus RT.

Bahwa Sdr Fauzi menyatakan untuk IPL Bimbel bisa dimulai pada bulan
Oktober 2024 sesuai arahan Lurah atau tergugat Ill, karena memang
periode sebelumnya untuk kemanan dan sampah dilakukan sendiri.
Bahwa setelah berjalan Oktober hingga Maret 2025, Tiba-tiba Tergugat |
melalui pengurusnya meminta pembayaran dari 6 bulan awal Bimbel
Lausn Academy menyewa, padahal saat itu Bimbel Lausn Academy
membuang sampah sendiri dan keamanan sendiri. Pembayaran IPL
yang dimulai pada Oktober 2024 dilakukan sesuai arahan Tergugat Ill.
Bahwa Tergugat | juga diketahui telah mengeluarkan Penggugat dari
grup warga pada awal Maret 2025 padahal Penggugat sampai dengan
saat ini masih memiliki hak sebagai penyewa.

Bahwa Penggugat Bimbel Lausn Academy masih aktif membayar luran
Pengelolaan Lingkungan hingga Maret 2025, namun pada Maret 2025
dipasangi spanduk didepan Bimbel yang membuat keresahan siswa yang
juga merupakan warga BCC dan merasa selama ini tidak ada warga
yang keberatan.

Bahwa Tergugat | setelah pemasangan spanduk, admin Bimbel
mempertanyakan kenapa Bimbel yang merupakan warga aktif
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pembayaran iuran malah dipasangi spanduk itu, pihak bendahara
menjawab silahkan langsung tanya ke Ketua RT (Tergugat I).

Bahwa atas dasar beritikad baik Penggugat bersama Pembina Bimbel
dan Manager Area mendatangi rumah Tergugat | (Ketua RT) dengan
maksud untuk mengklarfikasi namun hanya diterima masuk dalam
pekarangan/hanya diterima didepan gerbang tanpa mengajak untuk
berbicara didalam.

Bahwa Bimbingan belajar masih aktif membayar iuran IPL bulan Maret
2025 namun secara sewenang-wenang dikeluarkan dari grup warga RT
01/RW 011 Bukit Cimanggu City (BCC) oleh ketua RT (Tergugat I).
Bahwa pemasangan spanduk yang berada tepat didepan Bimbel
merupakan bentuk dari menjatuhkan nama baik Bimbel dan sudah
terpasang berminggu-minggu namun Tergugat 11l selaku Lurah Cibadak
dalam hal ini adalah Pembina RT dan RW tidak mengambil Tindakan
apapun atau melakukan pembiaran.

Bahwa pada kemudian masih pada tahun 2024, Lurah Cibadak telah
datang dan melakukan mediasi yang intinya mendukung kegiatan bisnis
karena meningkatkan ekonomi Kota Bogor dan menyarankan agar
semua pihak memaafkan dan melakukan pembayaran dari bulan sesuai
kesepakatan baru. Namun setelah kejadian pemasangan spanduk maret
2025, manager area mendatangi kelurahan, namun Tergugat Il tidak ada
di tempat.

Bahwa berdasar Peraturan Walikota Bogor Nomor 77 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor BAB XI
Pembinaan Dan Pengayaan Pasal 44 ayat (1) Walikota, OPD, Camat dan
Lurah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan. Namun Tergugat Ill tidak melaksanakan kewajiban membina
Tergugat | dan Tergugat Il dan melakukan pembiaran hingga gugatan ini
diajukan Ke Pengadilan Negeri Bogor Spanduk Provokasi dan
menjatuhkan nama baik bimbel masih terpasang.

Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh
Para Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian materil
hilangnya potensi keuntungan dikarenakan hilangnya siswa baru yang
akan mendaftar, sebesar 90 juta perbulan;

Bahwa selain daripada kerugian nyata yang wajib dibayar oleh Para
Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Para Tergugat juga wajib

memberikan ganti rugi Immateril yang diderita Penggugat sebagai akibat

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Bgr



dari tindakannya yaitu antara lain:
a. Ketakutan siswa-siswi yang sedang belajar mengenai
keberlangungan Bimbel Intensif UI.
b. Ketakutan pengajar akan keberlangsungan pekerjaan dan hak
hidup mereka.
c. Ketakutan dan kekhawatiran staff Bimbel akan keberlangsungan
pekerjaaan dan hak hidup mereka.
d. Tercorengnya hama baik Penggugat.
Atas hal-hal yang berdampak negatif pada Penggugat sebagaimana
tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara untuk menghukum Para Tergugat agar memberikan ganti rugi
immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

35. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas Tindakan tergugat I,
Tergugat Il dan Tergugat Il dapat dapat dikategorikan suatu perbuatan
melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut:
Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu
karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

36. Bahwa terhadap Tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Para Tergugat maka beralasan kuat untuk Penggugat menuntut kepada
Para Tergugat menyampaikan pemintaan maaf secara tertulis pada 2
(dua) media cetak lokal Jawa- Barat yang ukuran dan redaksinya akan
ditentukan oleh Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tindakan para Tergugat | dan Il yang melarang adanya
Bimbel di Blok H-3 BCC Tanah Sareal adalah Tindakan Perbuatan
Melawan Hukum.

3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf
secara tertulis kepada penggugat di 2 (dua) media cetak Jawa-Barat
yang ukuran dan redaksinya ditentukan oleh Penggugat.

4. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il memasukan Kembali dalam grup
WA Warga BCC RT 01 RW 011.

5. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il secara tanggung renteng untuk

membayar kerugian materil yang diderita penggugat sebesar
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Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il secara tanggung renteng untuk
membayar Kkerugian imaterill yang diderita penggugat sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

7. Menghukum Tergugat Il untuk memberikan surat teguran tertulis
atas Tindakan

abuse of power yang dilakukan oleh Tergugat | dan Tergugat II.

8. Menghukum para Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Il untuk
membayar biaya perkara.

9. Menghukum Tergugat Il dengan memberhentikan Ketua RT 001/011
atas nama Lukman Malanuang secara tidak hormat sebagai ketua RT.

10.Menghukum Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il agar melakukan

pembinaan pada Tergugat Ill.

Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya begitupula Tergugat |
Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan
Turut Tergugat Il masing-masing hadir kuasanya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara
telah menghadiri persidangan, sehingga sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016,
di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian sengketa
secara damai kepada para pihak dengan menunjuk Mediator Non Hakim yaitu
Wilhemus Sodi Manuk, S.H., M.Si. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 58/Pdt.G/2025/PN Bgr tanggal 30 April 2025 akan tetapi proses
mediasi tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Mei 2025 yang
dibuat dan ditandatangani oleh Mediator a quo, telah dinyatakan gagal, dengan
alasan para pihak belum menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan
permasalahan ini secara damai dan saling menguntungkan, selanjutnya para
pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara ini walaupun para pihak tetap berupaya untuk
melakukan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada
Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Bgr



Tergugat | dan Turut Tergugat Il diminta persetujuannya untuk melaksanakan
persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi tersebut pihak Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi,
Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il menyatakan
bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat
| dan Turut Tergugat Il masing-masing telah memberikan jawaban sebagai
berikut:

A. Dalam Eksepsi
I. Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoir)

1) Bahwa pada halaman 4 nomor 17 gugatan Penggugat menyatakan
“.....Dinas PTSP, DAMKAR, Disdik, KLH yang menyatakan bahwa telah
memenuhi persyaratan untuk usaha bimbingan belajar......”. dan nomor
18 menyatakan “.....pada bulan Agustus 2024, terinfo dari PTSP perizinan
bimbel Lausn Academy terganjal karena tidak ada persetujuan RT, RW
dan Lurah. Hal ini menjadi tidak masuk akal, karena dalam form perizinan
bimbel tidak ada formulir yang harus seperti itu;

2)Penggugat dalam perkara a quo telah dengan tegas dan jelas
menyatakan, baik dalam Surat Kuasa Khusus serta dalam Gugatan,
Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang
Dilakukan oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) terhadap Para
Tergugat;

3)Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa yang dipermasalahkan dan
menjadi dasar Gugatan Para Penggugat adalah menyangkut Perbuatan
Melawan Hukum vyang Dilakukan oleh Penguasa (Onrechtmatige
Overheidsdaad), oleh karena itu yang berwenang memeriksa perkara a
quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan
Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (“Perma Nomor 2/2019”), khususnya dalam konsideran
menimbang huruf (b), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 Perma Nomor
2/2019, yang berbunyi sebagai berikut:
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1. Konsideran menimbang huruf (b) Perma Nomor 2/2019: “bahwa
Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
emerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan
tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

2. Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2/2019: “Perkara Perbuatan
Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige  Overheidsdaad) merupakan kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara.”

3. Pasal 11 Perma Nomor 2/2019: “Perkara Perbuatan Melanggar
Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh
Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak
berwenang mengadili.”

4)Bahwa merujuk pada konsideran menimbang huruf (b), Pasal 2 ayat (1),
dan Pasal 11 Perma Nomor 2/2019, maka jelaslah kewenangan untuk
mengadili perkara a quo sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak dari
Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan
Negeri Jakarta Bogor harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara a quo. Hal ini sejalan dengan
ketentuan Pasal 134 HIR yang menyebutkan sebagai berikut: “jika
perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang
Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan
perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan
hakim itu pun, karena jabatanya, wajib pula mengaku tidak berwenang.”;

5)Bahwa karena eksepsi a quo adalah mengenai kewenangan mengadili
(Eksepsi Kompetensi Absolut), maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan terlebih dahulu Eksepsi
Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoir) a quo sebelum memeriksa
pokok perkara;

6)Bahwa sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan
yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat |
menyampaikan juga Eksepsi lainnya dan Jawaban atas Pokok Perkara.

II. Gugatan Salah Pihak (gemis aanhoeda nigheid)
7)Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat | melakukan “abuse of

power” dengan melakukan tindakan tidak mengizinkan Penggugat untuk

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Bgr



membuka usaha bimbingan belajar. Tergugat | keberatan dan menolak
dalil tersebut, bahwa Tergugat | tidak memiliki kewenangan untuk
memberikan izin dan/atau menolak seseorang untuk melakukan kegiatan
usaha. Lantas untuk apa Penggugat datang kepada Tergugat | untuk
meminta izin dan berharap agar Tergugat | memberikan izin kepada
Penggugat;
8)Bahkan Penggugat salah menarik pihak dalam perkara aquo yang
seolah-olah Tergugat | melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan
tidak memberikan izin. Dikarenakan Penggugat salah menarik pihak
dalam perkara aquo (gemis aanhoeda nigheid), sudah sepatutnya
gugatan Penggugtan untuk ditolak seluruhnya.
[ll. Gugatan Kurang Pihak (plirius litis consortium)
9) Bahwa pada halaman 4 nomor 17 dan 18 gugatan Penggugat
menyatakan “.....Dinas PTSP, DAMKAR, Disdik, KLH yang menyatakan

bahwa telah memenuhi persyaratan untuk usaha bimbingan belajar...... :
dan nomor 18 menyatakan “.....pada bulan Agustus 2024, terinfo dari
PTSP perizinan bimbel Lausn Academy terganjal karena tidak ada
persetujuan RT, RW dan Lurah. Hal ini menjadi tidak masuk akal, karena
dalam form perizinan bimbel tidak ada formulir yang harus seperti itu;
Sehingga terdapat pertetangan antara posita nomor 17 dan 18, untuk
memperoleh kebenaran materiil semestinya Dinas PTSP, DAMKAR,
Disdik, KLH menjadi Pihak Tergugat atau setidak-tidaknya ditarik menjadi
pihak turut tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan ini
terdapat kekurangan pihak (plirius litis consortium);

10) Bahwa telah jelas dan tanpa keraguan (expresive verbis) gugatan
Penggugat kekurangan pihak (plirius litis consortium ) (vide Mahkamah
Agung No. 1260 K/Sip/1980 Dan No. 621 K/Sip/1975). Mohon kiranya
Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara
I. Tergugat | tidak melakukan tindakan fisik menghalang-halangi Penggugat
membuka usaha
1) Bahwa pada halaman 2 nomor 2 gugatan Penggugat menyatakan
Tergugat | tidak melayani dan mengayomi Penggugat sebagai bagian
warga. Bahwa perlu diketaui Penggugat tidak menetap dan tidak tercatat
sebagai warga RT.001 RW.011 di Bukit Cimanggu City, hal ini dapat
dilihat pada bukti halaman 1 gugatan Penggugat yaitu berada di JI.Taman
Cimanggu Poncol No.2E RT.005 RW.005;
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2) Bahwa pada halaman 2 nomor 2 gugatan Penggugat menyatakan

“...Tergugat | terkesan menghalang-halangi....”. Tergugat | keberatan
dan menolak dalil tersebut dengan dalil sebagai berikut:

1. Tergugat 1 tidak pernah melakukan tindakan fisik berupa
tindakan menutup usaha Penggugat seperti menutup pagar
atau melakukan blokade Penggugat dan/atau tindakan fisik
lainnya yang mengakibatkan usaha Penggugat menjadi tutup;

2. Usaha Penggugat tetap berjalan selama 1 (satu) tahun bahkan
ketika gugatan ini didaftarkan pada tangal 21 Maret 2025 masih
dalam keadaan berjalan usahanya,;

3) Bahwa pada halaman 2 nomor 2 gugatan Penggugat terdapat frasa

“..terkesan...”. Bahwa frasa “terkesan” merupakan kategori “subjektivitas”
dan “prejudice” atau sangkaan. Sepatutnya Penggugat mendasarkan
pada dalil yang bersifat “objektivitas” yaitu berupa tindakan fisik seperti
tindakan menutup usaha Penggugat seperti menutup pagar atau
melakukan blokade Penggugat dan/atau tindakan fisik lainnya yang
mengakibatkan usaha Penggugat menjadi tutup;

II. Tergugat | menolak tuduhan “abuse of power”

4)

5)

6)

Bahwa mengutip pendapat Henry Campbell Black dalam buku yang
berjudul “Black’s Law Dictionary”, istilah "wewenang" atau "kewenangan"
disejajarkan dengan kata "authority" dalam bahasa Inggris dan
"bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Menurut Black's Law Dictionary,
"authority” didefinisikan sebagai kekuasaan hukum. Sementara Tergugat
| tidak memiliki "authority" atau "bevoegdheid" atau kekuasaan hukum
untuk memutuskan apakah seseorang boleh melakukan usaha dan/atau
tidak melakukan usaha,;

Bahwa pada halaman 4 nomor 17 gugatan Penggugat menyatakan
“......0Inas PTSP, DAMKAR, Disdik, KLH yang menyatakan bahwa telah
memenuhi persyaratan untuk usaha bimbingan belajar......”. Dari posita
tersebut dapat disimpulkan bahwa yang "authority" atau "bevoegdheid”
atau kekuasaan hukum untuk memutuskan apakah seseorang boleh
melakukan usaha dan/atau tidak melakukan usaha adalah Dinas PTSP,
DAMKAR, Disdik, KLH;

Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan surat permohonan dan/atau
surat lainnya kepada Tergugat 1 yang berkaitan dengan usaha

Penggugat. Sehingga atas dasar apa menuduh Tergugat | tidak
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mengeluarkan surat persetujuan sementara Penggugat tidak pernah

mengirimkan surat;

Ill. Penggugat tidak memiliki etika dan aspirasi warga

7)

8)

Bahwa Penggugat datang kerumah Tergugat 1 melalui pintu belakang
dan tidak pernah membuat “appointment” atau janji bertemu terlebih
dahulu. Sementara posisi Tergugat | pada waktu itu sedang memakai
handuk atau setengah telanjang dikarenakan akan mandi dan pergi untuk
bekerja;

Bahwa terkait spanduk keberatan hanyalah bersifat himbauan dan

merupakan aspirasi warga.

C. Gugatan Rekovensi

1)

2)

3)

4)

5)

Bahwa dalam gugatan rekonvensi, kedudukan dalam perkara ini
sebagai berikut Pengguggat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi,
Tergugat 1 menjadi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2025, Tergugat Rekovensi/Penggugat
Kovensi bersama-sama dengan karyawannya kurang lebih sebanyak
8 (delapan) orang melakukan unjuk rasa di depan rumah Penggugat
Rekovensi/Tergugat | Kovensi. Dengan menggunakan alat unjuk rasa
adalah poster karton dan berteriak “Pak RT Keluar...” serta
menggoyang-goyang pagar;

Bahwa Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi telah mengganggu
kenyamanan ruang privasi terlebih lagi terdapat anak-anak yang
berusia dibawah 10 (sepuluh) tahun yang menimbulkan ketakutan;
Bahwa pada waktu unjuk rasa didepan rumah Penggugat
Rekovensi/Tergugat | Kovensi tidak terdapat pengawalan aparat
kepolisian, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah
terdapat pemberitahuan kepada kepolisian. Pemberitahuan wajib
dilakukan secara tertulis kepada pejabat kepolisian dimana kegiatan
tersebut dilaksanakan paling lambat 3x24 jam sebelum kegiatan
dimulai telah diterima oleh Polri setempat, pentingnya Surat
Pemberitahuan adalah agar pihak kepolisian memberitahukan kepada
pemilik objek tempat unjuk rasa dan melakukan pengamanan di lokasi
unjuk rasa,

Bahwa selain perbuatan diatas atas Tergugat Rekovensi/Penggugat
Kovensi melakukan publikasi atau mentransmisikan atau

mendistribusikan kegiatan unjuk rasa tersebut kepada pihak lain yaitu
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pada saat unjuk rasa tidak terdapat wartawan, tetapi kegiatan unjuk
rasa tersebut terpublikasi di berbagai media massa dan youtube;

6) Bahwa Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum yaitu menimbulkan kerugian kepada
Penggugat Rekovensi/Tergugat | Kovensi, kerugian tersebut adalah
berupa:

1. Terganggunya kenyamanan ruang privasi;
2. Menimbulkan ketakutan pada anak-anak;
3. Mencemarkan kehormatan dan nama baik;

7) Bahwa atas dampak yang ditimbulkan oleh  Tergugat
Rekovensi/Penggugat Kovensi, maka Penggugat Rekovensi/Tergugat
| Kovensi menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membayar
media gunakan menjelaskan duduk perkara dan biaya psikologi anak;

C. Petitum.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat | Konvensi dan Penggugat
Rekovensi memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim
berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam konvensi
Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat | untuk seluruhnya;
Pokok Perkara

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat | seluruhnya;

2. Menolak memeriksa alasan-alasan Penggugat seluruhnya,;

3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya,;

IT. Dalam Rekovensi

1. Menerima gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi untuk membayar
ganti rugi materiil sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) yang akan digunakan untuk membayar media gunakan
menjelaskan duduk perkara dan biaya psikologi anak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat
memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il;
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A. Dalam Eksepsi

I. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Sesuai Dengan Kompetensi

Absolut Pengadilan Negeri Bogor

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya point 33 dan 35 menyatakan
bahwa Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawan sebagaimana
diatur dalam 1365 KUHPerdata. Selanjutnya dalam petitumnya point 7
memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Il
memberikan surat teguran tertulis atas tindakan abuse of power yang
dilakukan oleh Tergugat | dan Tergugat Il serta pada point 10 memohon
untuk menghukum Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il agar
melakukan pembinaan pada Tergugat llI;

2. Bahwa memperhatikan pada posita dan petitum gugatan Penggugat
sebagaimana disebutkan pada point 1 diatas maka pada pokoknya
gugatan Penggugat terhadap Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut
Tergugat Il adalah mengenai tindakan dari Tergugat Ill, Turut Tergugat |
dan Turut Tergugat Il dalam kedudukannya sebagai Pejabat
Pemerintah. Khususnya tindakan Tergugat Ill yang menurut Penggugat
berusaha mengganjal perijinan Bimbel dengan menyatakan tidak ada
persetujuan RT atau Tergugat | (vide dalil posita point 19) serta
melakukan pembiaran dan tidak mengambil tindakan apapun terhadap
Tergugat | dan Tergugat Il (vide dalil posita point 30) sebagaimana dalil
Penggugat adalah termasuk pada sengketa Perbuatan Melawan Hukum
oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

3. Bahwa perlu kami jelaskan juga kedudukan Tergugat Ill, Turut Tergugat
| dan Turut Tergugat Il dalam perkara a quo adalah sebagai Pejabat
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang), yaitu:

Pasal 1 angka 3
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang
melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di llingkungan pemerintah
maupun penyelenggara negara lainnya.

4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, maka ada beberapa hal baru dalam
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tatanan hukum khususnya dalam bidang hukum Administrasi Negara
salah satunya yaitu bahwa gugatan dapat diajukan tidak hanya terhadap
Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Tata Usaha Negara
akan tetapi juga Tindakan Administrasi Pemerintahan atau disebut
Tindakan, pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan pada huruf a disebutkan yang
mencakup tindakan faktual.

5. Bahwa mengenai kewenangan mengadili tindakan/perbuatan melanggar
hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Perma Nomor 2 Tahun
2019) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2

Tahun 2019 menyebutkan:

Pasal 2

(1) perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan  (Onrechtmatige  Overheidsdaad) merupakan

kewenangan peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengenai perbuatan melanggar hukum
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige
Overheidsdaad) adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Perma Nomor 2
Tahun 2019 menyebutkan:
Pasal 10

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara
perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri
tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11
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Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa
oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak

berwenang mengadili.

Maka berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas sangat beralasan

hukum apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor

tidak berwenang mengadili perkara a quo dan oleh karenanya gugatan

Penggugat harus ditolak;

II. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

8.

10.

Bahwa menanggapi dalil Penggugat point 35 yang menyatakan bahwa
Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana

Pasal 1365 KUHPerdata merupakan dalil yang tidak berdasar.

Bahwa Tergugat Il dalam melakukan tindakan telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 151 Tahun 2022 tentang Tugas,

Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan.

Bahwa merujuk pada eksepsi kewenangan mengadili, berdasarkan pada
Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengenai perbuatan melanggar hukum
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige
Overheidsdaad) adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh
karenanya seluruh petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk menghukum Tergugat |l
melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan administrasi
pemerintahan adalah tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dapat

dinyatakan kabur/tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sehingga sangat

beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. Dalam pokok perkara:

Bahwa Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il mohon agar
dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas menjadi satu
kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam

pokok perkara dibawabh ini.
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Dalam hal ini Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il

mendalilkan sebagai berikut:

1.

Bahwa Tergugat Ill selaku pemangku kewenangan di wilayah hukum
berdirinya Bimbel milik Penggugat telah melaksanakan fungsi dan
tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-
undangan.
Bahwa pada point 16 dan point 31 dalil gugatan Penggugat,
Penggugat mengakui bahwa Tergugat Il sebagai Lurah telah
memediasi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat | dan
Tergugat Il. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 151 Tahun 2022 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan
Didalam Pasal 12 ayat (2) huruf e disebutkan:
Pasal 12

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Lurah menyelenggarakan fungsi:

e. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak
berdasar karena faktanya Tergugat Ill telah melakukan tugas dan

fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

Primair

A. Dalam Eksepsi

1.

Menerima eksepsi Tergugat Ill, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat Il

untuk seluruhnya,;

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang

timbul;

B. Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang

timbul;
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Subsidair

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Kuasa Tergugat |
Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Il dan Kuasa Tergugat Ill, Turut Tergugat |
dan Turut Tergugat Il tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi telah mengajukan dokumen elektronik Replik melalui Sistem
Informasi Pengadilan, tertanggal 16 Juni 2025, kemudian atas Replik tersebut,
Kuasa Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Il dan Kuasa Tergugat I,
Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il masing-masing telah pula mengajukan
dokumen elektronik Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing
tertanggal 19 Juni 2025;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat | mencabut kuasanya
kepada atas nama Chandra, S.H., M.H, dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.
Lawyer dan Counsellor pada Kantor Hukum The Delictum Law Office beralamat
di Bukit Cimanggu City Blok N5 Nomor 12 Bogor berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 Maret 2025 dan Tergugat | memberikan kuasa baru kepada
Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Holly Muridi
Zham-Zham, S.H., M.H., Fikry Syarifuddin, S.H., M.H., Sunarto Efendi, S.H.,
Moh. Wirdan Syaifullah, S.H., Ferdian Zakiy Syahputra, S.H., Bayu Yusya Uwaiz
Al-Khorny, S.H. dan Muhammad Ichsan Hasanuddin, S.H. Para Advokat
dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Satu Energi Law Firm
Advocates and Legal Consultants yang beralamat di Jalan Kalibata Selatan 11 A
Nomor 9 Pancoran Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus 16 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan
bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL), diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Bukti Pembayaran IPL bulan Oktober 2024 Penerima Tergugat |
(Lukman Malanuang), diberi tanda P-2.a;

3. Fotokopi Bukti Pembayaran IPL bulan November 2024 Penerima Tergugat |
(Lukman Malanuang), diberi tanda P-2.b;

4. Fotokopi Bukti Pembayaran IPL bulan Desember 2024 Penerima Tergugat |

(Lukman Malanuang), diberi tanda P-2.c;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Fotokopi Bukti Pembayaran IPL bulan Januari 2025 Penerima Tergugat |
(Lukman Malanuang), diberi tanda P-2.d;

Fotokopi Bukti Pembayaran IPL bulan Februari 2025 Penerima Tergugat |
(Lukman Malanuang), diberi tanda P-2.€;

Fotokopi Bukti Pembayaran IPL bulan Maret 2025 Penerima Tergugat |
(Lukman Malanuang), diberi tanda P-2.f;

Fotokopi surat Larangan Membuka Usaha/Berbisnis di Jalan Utama Bukit
Cimanggu City Wilayah RT.01/RW.011 tertanggal 10 Juni 2024, diberi tanda P-3;
Fotokopi pesan whatshaap dari pemilik rumah yang disewakan untuk Bimbel
Lausn Academy, diberi tanda P-4;

Fotokopi spanduk yang berisikan Perumahan BCC untuk rumah tinggal bukan
untuk Bimbel warga menolak Bimbel diperumahan, taat aturan keren, diberi tanda
P-5;

Fotokopi Foto persidangan yang diterbitkan oleh Radar Bogor yang berjudul
“Dilarang Beroperasi, Bimbel di bukit Cimanggu Gugat RT hingga Wali Kota
Bogor”, diberi tanda P-6;

Fotokopi print out chat whatshaap undangan wulandari selaku Pengurus RT.01,
diberi tanda P-7;

Fotokopi screen shoot dikeluarkan dari grup chat RT.01/RW.011 Bukit Cimanggu
City(BCC), diberi tanda P-8;

Fotokopi surat Peruntukan Perumahan Bukit Cimanggu City wilayah RT.01 untuk
Rumah Tinggal bukan untuk Bisnis/Usaha, diberi tanda P-9;

Fotokopi Surat Dukungan dari Orang Tua Siswa-siswi Bimbel Lausn Academy
yang juga warga BCC terkait dengan keberadaan dan perizinan usaha Penggugat
yaitu Bimbel Lausn academy, diberi tanda P-10;

Fotokopi print dari email DPMPTSP Kota Bogor yang isi penolakan atas
permohonan izin dari Penggugat, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat-surat) tersebut mulai bukti P-1

sampai dengan bukti P-11 tersebut adalah fotokopi dan telah diberi materai

cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah

pula dicocokkan dengan aslinya maupun telah diperlihatkan kepada pihak

Tergugat | Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut

Tergugat | dan Turut Tergugat Il sebagai pihak lawan, oleh karenanya secara

formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis (surat) bagi

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat) tersebut diatas, di

persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aisyah dibawah sumpah menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak terikat hubungan
keluarga sedarah atau semenda,;

Bahwa Penggugat merupakan rekan kerja saksi;

Bahwa Saksi bekerja di Lausn Academy sejak bulan Mei 2024 sejak berdirinya
bimbingan belajar Lausn Academy sebagai staf administrasi untuk mengurus
pembayaran operasional kantor seperti IPL dan pengeluaran lainnya

Bahwa Pembayaran IPL di setorkan ke rekening pribadi atas nama Tergugat |
yang sebelumnya pembayaran disarankan oleh Bapak Fauzi;

Bahwa pembayaran mulai dibayarkan pada bulan Oktober tahun 2024 hingga
bulan Maret 2025;

Bahwa untuk haknya kita diberikan keamanan dan untuk membuang sampah
namun sejak bulan Maret 2025 sampah yang seharus di angkur berapakali
namun tidak diangkut lagi;

Bahwa pembayaran IPL disetiap awal bulan untuk satu bulan dan setiap
pembayaran ada buktinya karena tercatat;

Bahwa sampah-sampah tersebut tidak diangkut sejak tanggal 15 Maret
bertepatan dengan nomor whatshaap kantor dikeluarkan dari grup;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dikeluarkan dari gruop WA tersebut
karena tidak ada informasinya dan yang mengeluarkan adalah Ketua RT
dalam hal ini Tergugat I;

Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada ibu Wulandari selaku
bendahara namun ibu wulandari menyarankan untuk mengobrol dengan ketua
RT yakni Tergugat | dan pada saat itu saksi sempat datang kerumah ketua RT
tersebut namun ketua RT tidak ada pada saat itu dan yang datang hanya
Saksi, ibu wulandari dan Penggugat;

Bahwa saksi membayarkan IPL setiap bulan karena sebagai warga Bukit
Cimanggu City diminta untuk membayar IPL untuk keamanan dan membuang
sampah dan menyatakan hal tersebut adalah ibu wulandari sebagai bendahara
di RT setiap warga Bukit Cimanggu City dimintakan untuk membayar IPL
setiap bulan;

Bahwa pada bulan Mei 2024 masih melakukan promosi kegiatan belajar dan
pada bulan Juli akhir baru mulai pembelajaran sampai bulan Maret 2025 dan
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jumlah siswa yang bergabung pada bimbel tersebut ada 17 orang siswa dari
Tingkat SD sampai SMA,;

Bahwa di Bimbel ada tempat parkirnya kira-kira bisa masuk 3 mobil dan 15
motor dan karyawan daripada bimbel tersebut naik diatas grasi dan untuk yang
mengantar mereka hanya drop saja siswa turun dan dijemput setelah
pembelajaran selesai;

Bahwa sepengetahuan saksi dijam-jam siswa datang ke bimbel tidak terjadi
kemacetan;

Bahwa selama saksi bekerja di bimbel tersebut saksi tidak pernah mendengar
komplen dari warga sekitar terkait dibimbel tersebut sering terjadi kemacetan;,
Bahwa selama saksi bekerja di bimbel tesebut saksi tidak pernah mendengar
Komplen dari warga sekitar dan saksi juga belum pernah mendengar
komplenan dari Pak RT dan Bu RW;

Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat | pernah meminta Penguguat untuk
pindah tempat bimbel tersebut ketika ada benner larangan untuk Bimbel;
Bahwa saksi mengenal Penguguat sebagai rekan kerja sebagai Manager Area
dan Pemilik bimbel tersebut adalah Bapak Slamet Riyadi;

Bahwa pimpinan yang paling tinggi di bimbel adalah owner Bapak Slamet
Riyadi lalu dibawahnya ada Maneger Area yakni Penguguat dalam hal ini
Bapak Zaenal Muttagien dan dibawahnya ada 2 orang staf;

Bahwa tempat bimbel tersebut berbentuk rumah karena berada komplek
perumahan dan tempat Bimbel tersebut untuk izinnya sudah pernah diurus
namun izin beroperasi belum ada sedang dalam proses;

Bahwa sekarang ini Bimbel pindah dari Bukit Cimanggu City ke Suka Damai
karena tempat tersebut tidak dikontrakan lagi oleh pemiliknya karena pemilik
rumah didatangi oleh pak RT;

Bahwa pada saat mendaftarkan INB tidak perlu ada izin dari Pak RT karena
mendaftar online dan atas nama Lousn academi;

Bahwa setelah pemasangan benner larangan dari pak RT tentang larangan
usaha untuk bimbel siswa-siswa pada menanyakan mengapa ada larangan
tersebut;

Bahwa permasalahn ini sudah pernah mau di selesaikan secara kekeluargaan
dengan cara datang kerumah pak RT tetapi saksi tidak ditemui dan pada waktu

itu saksi hanya di gerbang rumah Pak RT saja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi, Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II,

Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il sama-sama menyatakan
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akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-

masing;

Saksi Ira Aprili Yanti, S. dibawah sumpah menerangkan:

Bahwa Saksi bekerja di Lausn Academy sejak bulan Januari 2022;

Bahwa selain bimbel Lausn Academy tersebut ada juga usaha yang lain
disekitar bimbel Lausn Academy seperti loundri dan didepan bimbel
diseberangnya ada paud,;

Bahwa jumlah siswa di bimbel Lausn Academy kurang lebih 17 (tujuh belas)
siswa dan untuk 17 (tujuh belas) siswa tersebut jam bimbelnya tidak
bersamaan karena ada sesinya ada 3 (tiga) kelas dan 1 (satu) kelas isi
siswanya maksimal 6 (enam) orang;

Bahwa pada saat siswa datang ke bimbel tersebut ada yang membawa
sepeda motor dan ada yang berjalan kaki dan ada yang mengunakan ojek
online dan siswa yang menggunakan sepeda motor parkirnya di dalam pagar
lingkungan bimbel tidak ada diluar pagar;

Bahwa IPL yang harus dibayarkan saksi mendapatkan informasi pembayaran
sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran di transfer ke
rekening atas nama Tergugat | dan yang melakukan pembayaran adalah
saudara Aisyah dan saksi mengetahui ketika saksi melakukan pencatatan di
buku disetiap bulannya;

Bahwa didalam pembayaran IPL tersebut mendapatkan hak keamanan,
kebersihan untuk pembuangan sampah dan ada grup WA warga jadi apabila
ada informasi apapun itu di informasikan di grup;

Bahwa seingat saksi tidak ada didalam grup WA warga tersebut yang menolak
tentang keberadaan bimbel;

Bahwa ada juga warga yang dari Bukit Cimanggu City yang ikut belajar di
bimbel Lausn Academy yakni atas nama Aswaguna, Fitriansyah yang tinggal di
blok A dan ada juga atas nama Aurora warga BCC;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada warga yang menolak keberadaan
bimbel;

Bahwa saksi tidak pernah melihat bahwa keberadaan bimbel tersebut
membuat macet karena kendaraan yang digunakan oleh siswa atau yang ingin
ke bimbel tidak pernah parkir diluar gerbang selalu didalam gerbang bimbel
sehingga tidak menggangu lalu lintas;

Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Tergugat | dan Tergugat [ menolak
keberadaan bimbel ketika dikeluarkan dari grup WA warga dan saksi tidak

mengetahui alasannya yang jelas seingat saksi pada tanggal 15 maret 2025
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nomor yang didaftarkan sebagai nomor admin lausn academy dikeluarkan dari
grup warga Bukit Cimanggu City dan setelah dikeluarkan saksi mengirimkan
Whatshap ke saudara Wulandari dan menanyakan perihal tersebut namun
dijawab oleh saudara Wulandari dengan berkata “silahkan konfirmasi kepada
Tergugat I” setelah itu manager area yakni Penguguat kerumah Tergugat |
ingin  konfirmasi namun tidak mendapatkan direspon dengan baik oleh
Tergugat I;

Bahwa saksi mengetahui mengenai spanduk yang ada didepan bimbel setelah
nomor admin bimbel di keluarkan dari grup WA lalu didepan bimbel ada
spanduk tentang adanya bimbel disekitar Bukit Cimanggu City;

Bahwa terkait bukti surat P-5 tersebut saksi membenarkan adanya bukti P-5
tentang spanduk larangan setelah kita dikeluarkan dari grup WA dan bimbel
sudah membayarkan IPL sampai akhir bulan maret 2025 namun tanggal 15
Maret 2025 sampah yang ada di bimbel sudah tidak diambil lagi sehingga saksi
dan rekan-rekan bergantian untuk membuang sampah;

Bahwa menurut saksi dengan adanya spanduk tersebut sangat merugikan
terutama bimbel ini merupakan salah satu tempat kerja saksi dan rekan-rekan
karena kita menggantungkan pekerjaaan kita dengan adanya spanduk tersebut
juga menimbulkan kepecayaan warga seperti tidak bisa bimbel disini yang
tadinya ingin menitipkan anaknya di bimbel dan secara tidak langsung mereka
membatalkan niatnya dan secara tidak langsung juga membuat kita tidak
nyaman dengan adanya spanduk tersebut karena kita berpikir untuk kelanjutan
bimbel kedepannya nanti;

Bahwa saksi mengetahui adanya surat dari Tergugat | dan alasanya saksi tidak
mengetahui;

Bahwa terkait dengan bukti P-3 saksi menyatakan bahwa ini surat dari
Tergugat | dan Saksi pernah melihat dan membaca karena diarsipkan;

Bahwa sekarang ini Bimbel Lausn Academy sudah pindah pada tanggal 10
Mei 2025 di jalan Perdana di Sukabumi dengan alasan bimbel Lausn Academy
pindah karena larangan dari pak RT untuk bimbel sehingga pemilik kontrakan
tidak mau melanjutkan kontrak atau memperpanjang kepada bimbel Lausn
academy sehingga bimbel berpindah tempat;

Bahwa pemilik kontrakan tidak mau memperpanjang lagi karena larangan Pak
RT;

Bahwa pada saat saksi bekerja di bimbel Lausn academy saksi membuat

kontrak dengan bapak Selamet Riyadi selaku owner dari Lausn Academy;
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Bahwa saksi mengetahui adanya aksi didepan rumah Tergugat | karena saksi
ikut juga pada saat aksi tersebut atas koordinasi manager area yakni
Penguguat yang datang pada saat itu kurang lebih ada 6 (enam) orang;

Bahwa saksi mengetahui terkait proses pembayaran IPL di wilayah Bukit
Cimanggu City tersebut karena saksi ikut merekap setiap bulannya di bayarkan
sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir bayar pada 8 Maret
2025;

Bahwa saat itu bapak Slamet sebagai pemilik langsung dari bimbel tersebut
diwakili oleh Penggugat selaku Manger Area melakukan protes langsung tidak
kepada pak RT;

Bahwa Lausn Academy ini berbentuk Firma;

Bahwa ada 6 (enam) orang yang ikut demo tersebut adalah pegawai Lausn
Academy yang memiliki ide adalah kesepakatan bersama karena kami merasa
terancam mengapa kita dilarang itu salah satu penyebabnya dan pak RT
melakukan itu tanpa adanya pemberitahuan kepada kita dan pada saat itu
Penggugat tidak ikut demo karena ada kerjaan pada saat itu Penggugat
mengertahuinya adanya demo tersebut pada saat itu Penguguat mengijinkan
tetapi demo tidak membuat anarkis;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat selain kepada Tergugat |
dan kepada Tergugat Il meminta ijin juga kepada Tergugat Il untuk

keberadaan Bimbel tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi, Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat I,

Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il sama-sama menyatakan

akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-

masing;

Saksi Sahala Harahap dibawah sumpah menerangkan:

Bahwa saksi merupakan karyawan Bimbel Lausen Academy dan bertugas
sebagai pengajar dan saksi mengajarkan Pelajaran llmu Pengetahuan Alam,
Matematika, Fisika dan Kimia;

Bahwa selama saksi mengajar di Bimbel Lausn Academy sudah ada siswa
yang berpresatasi yang bernama Luna baru tahun ini masuk universitas Gajah
Mada dan ada juga yang masuk sekolah penerbangan;

Bahwa selama saksi mengajar di bimbel tersebut belum pernah ada terjadi
kemacetan;

Bahwa setahu saksi tidak ada warga yang menolak dengan keberadaan
bimbel tersebut;
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Bahwa saksi mengetahui adanya surat penolakan dari Tergugat | ketika bimbel
sudah berjalan ketika ada spanduk didepan bimbel ditempat saksi mengajar
dengan tulisan bahwa tempat ini bukan untuk bisnis;

Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat P-5 dan saksi pernah melihat spanduk
tersebut;

Bahwa dengan adanya spanduk didepan Bimbel tersebut saksi selaku
pengajar merasa tidak nyaman dan membuat siswa juga menjadi tidak nyaman
seolah-olah bimbel ini membuat suatu kemacetan sedangkan dengan adanya
Bimbel tersebut mencerdaskan anak bangsa dan membantu masyarakat dan
pemerintah dan selama saksi mengajar tidak ada kemacetan yang ditimbulkan
karena siswa yang membawa kendaraan ada tempat parkirannya dan yang
mengantar langsung pulang;

Bahwa saksi kenal dengan pak Zai karena merupakan pimpinan tempat bimbel
tempat saksi mengajar;

Bahwa saksi tidak pernah melihat struktur badan di Bimbel tersebut;

Bahwa saksi mengajar saja namun tidak tentu kadang setiap hari terkadang 2
(dua) minggu sekali;

Bahwa saksi mengajar di bimbel lausn academy sudah mau 2(dua) tahun dan
setahu saksi ditempat mengajar bimbel tersebut itu ada tempat usaha yang lain
seperti tempat pencucian(laundry) kemudian didepan bimbel ada paud,;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bimbel tersebut sudah berijin atau
belum;

Bahwa setahu saksi terkait Pak Zai selaku pimpinan bimbel atau bukan saksi
kurang mengetahui;

Bahwa saksi Tergugat | adalah pak RT dan saksi pernah berkomunikasi
dengan pak RT tapi hanya biasa saja tidak intens dan saksi pernah kerumah
pak RT namun pak RTnya tidak menemui saksi;

Bahwa bimbel tersebut tidak menimbulkan macet karena ada lahan parkir
diatas buat sepeda motor dan yang mengantar langsung pulang;

Bahwa dengan adanya spanduk tersebut saksi merasa tidak nyaman karena
saksi merasa mengajar seperti tidak legal;

Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pimpinan bimbel terkait
legalitas bimbel tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dipasang spanduk tersebut dan seingat
saksi pada waktu saksi selesai mengajar di bimbel tersebut sudah ada

spanduk dan saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut;
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Bahwa saksi kurang mengetahui sejak kapan keberadaan bimbel tersebut
tetapi saksi mengajar sejak tahun 2024;

Bahwa sekarang ini bimbel tersebut sudah pindah ke Budi Agung kira-kira
sudah 2-3 bulan yang lalu saksi tidak mengetahui pastinya sekitar bulan Mei
2025 dan saksi tidak mengetahui alasan pindahnya bimbel tersebut;

Bahwa spanduk tersebut masih ada terpasang di depan bimbel tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi, Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II,

Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il sama-sama menyatakan

akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-

masing;

Saksi Agus Panca Wardana dibawah sumpah menerangkan:

Bahwa saksi tinggal di jalan Perdana Raya P.2 RT.004/RW.003 Kelurahan
Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal namun sampai sekarang ini saksi suka
mengantar mertua saksi yang tinggal di Bukit Cimanggu City di Cluster Tabana
Blok A-12;

Bahwa pada saat saksi mengantar istri saksi kerumah ibu mertua saksi
melewati bimbel tersebut karena jalan raya jadi saksi suka lewat disana;

Bahwa pada saat saksi mengantar isteri saksi ke rumah mertua saksi sekitar
pukul 07.00 WIB pagi dan untuk sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB dan
pada saat saksi lewat pagi dan sore tersebut keadaan jalan lancar tidak ada
kemacetan;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya penolakan terhadap bimbel
tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah dimintai tanda tangan untuk menolak bimbel oleh
pengurus sebagai warga;

Bahwa setahu saksi karena saksi sebagai orang Pendidikan sangat
bermanfaat dengan adanya bimbel tersebut;

Bahwa saksi mengetahui kalau pak RT bernama Lukman Malanuang namun
saksi tidak kenal dengan pak RT tersebut dan saksi juga kenal dengan
Penggugat yang bernama Zaenal Muttagien sebagai pimpinan pada bimbel
tersebut dan untuk pemilik bimbel adalah bapak Slamet Riyadi;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bimbel tersebut sudah berijin atau
belum;

Bahwa tempat mertua saksi dengan bimbel berjarak kurang lebih 300 meter

untuk rumah saksi dengan bimbel jaraknya sekitar 2 km;
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- Bahwa saksi mengetahui ada warga yang menolak tempat bimbel berada di
Bukit Cimanggu City tersebut lewat koran kemudian juga saksi mendengar dari
cerita masyarakat ada penolakan;

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan usaha lain disekitar perumahan Bukit
Cimanggu City dimana pada waktu saksi lewat bimbel tersebut didepan ada
paud disamping bimbel ada laundry dan ada penjual gorengan dan penjual
soto mie;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan usaha-usaha yang lain sudah ada
di perumahan Bukit Cimanggu City tersebut namun setahu saksi untuk bimbel
itu sendiri yang saksi tahu sekitar awal tahun 2025;

- Bahwa usaha laundry tersebut juga berada dijalan utama Bukit Cimanggu City;

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih sering lewat didepan bimbel
tersebut karena memang rumah mertua saksi berada di Bukit Cimanggu City
dan saksi tidak mengetahui tempat bimbel kemarin sekarang menjadi tempat
apa karena itu rumah biasa/rumah penghunian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bimbel tersebut sewa atau milik sendiri
dan saksi tidak mengetahui rumah tersebut yang ditempati bimbel milik siapa;

- Bahwa sekarang ini Bimbel lousn Academy sudah pindah ke Jalan Budi Agung
lokasinya didepan SD Sukadamai 3 satu wilayah dengan tempat saksi jaraknya
sekitar 50 meter dengan bimbel ditempat yang baru;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi, Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II,

Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il sama-sama menyatakan

akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-

masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, di
persidangan Kuasa Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah
mengajukan bukti tertulis (surat—surat), yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai

dengan T.I-28 yaitu:

1. Fotokopi Surat Keputusan Lurah Cibadak tentang pengangkatan
kepengurusan RT 001, diberi tanda T.I-1;

2. Fotokopi foto “Satu Tahun Beroperasi Tak Juga Diberi Izin,Para Pekerja Bimbel
Di BCC Kota Bogor Datangi Ketua RT, diberi tanda T.I-2;
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. Fotokopi print out dari media online yang berisikan “Minta Izin
Operasional,Puluhan Pegawai Bimbel Di BCC Geruduk Rumah Ketua RT,
diberi tanda T.I-3;

. Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus RT.01/RW.11 terkait Bimbel Lausn
Academy Intensif Ul dan Kedinasan TNI-Polri di Lingkungan RT.01/RW.011
Bukit Cimanggu City Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal tertanggal 1
April 2024, diberi tanda T.I-4;

. Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus RT.01/RW.11 terkait Bimbel Lausn
Academy Intensif Ul dan Kedinasan TNI-Polri di Lingkungan RT.01/RW.011
Bukit Cimanggu City Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal tertanggal
24 Maret 2025, diberi tanda T.I-5;

. Fotokopi Surat Penolakan Warga Atas Dibukanya Bimbel Lausn Academy
Intensif Ul dan Kedinasan TNI-Polri di Lingkungan RT.01/RW.011 Bukit
Cimanggu City Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, diberi tanda T.I-
6;

. Fotokopi Surat Klarifikasi dan Penjelasan dari Pemerintah Daerah Kota Bogor

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, diberi tanda T.I-7;

. Fotokopi Surat Kepada Wali Kota Bogor perihal Penerbitan Usaha Tidak
berijin, diberi tanda T.I-8;

. Fotokopi Surat larangan membuka usaha di jalan utama Bukit Cimanggu City,
diberi tanda T.1-9;

10. Fotokopi Surat Undangan Kepada Pemilik Rumah, diberi tanda T.I-10;

11. Fotokopi Surat Balasan Pemilik Rumah, diberi tanda T.I-11;

12. Fotokopi Screenshot WA, diberi tanda T.I-12;

13.Fotokopi Surat Nomor Nomor 025/006/2024/S perihal somasi (teguran)

tertanggal 01 Juli 2024, diberi tanda T.I-13;

14.Fotokopi Surat Nomor 025/006/2024/S dengan perihal Surat Jawaban

tertanggal 11 Juni 2024, diberi tanda T.I-14;

15. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, diberi tanda T.I-15;
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16. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2019 Tentang Pedoman Peneyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan
Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan, diberi tanda T.1-16;

17.Fotokopi Surat Kepada Kadis PUPR Kota Bogor nomor 59/B/RT.01-
RW.11/03/2025 Perihal Permohonan Penjelasan secara Detil dan
Komprehensif Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor,Perumahan
dan Kawasan Pemukiman dan Tentang Bangunan Gedung di Kota Bogor
tertanggal 29 April 2025, diberi tanda T.I-17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Rukun Tetangga RT.01/RW.011 Bukit Cimanggu
City Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, diberi tanda T.I-18;

19.Fotokopi Chat WhatsAapp Lukman Malanuang kepada Pemilik Bimbel Dr.
Slamet Riyadi, S.H., M.Si, diberi tanda T.I-19;

20. Fotokopi percakapan melalui aplikasi whats app, diberi tanda T.I-20;

21. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Pasal 13 huruf ¢, diberi tanda T.I-21,

22.Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
diberi tanda T.I-22;

23.Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Pemukiman, diberi tanda T.1-23;

24.Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, diberi tanda T.I-24;

25. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang

Pengelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, diberi tanda T.1-25;

26.Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, diberi tanda T.I-26;

27.Fotokopi Peta Lokasi Rumah Sewa Bimbel, diberi tanda T.1-27;

28. Fotokopi Pemahaman Tentang Badan Usaha, diberi tanda T.I-28;
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Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat-surat) tersebut mulai bukti T.I-1
sampai dengan bukti T.I-28 tersebut adalah fotokopi dan kesemuanya telah
diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang Undang Bea Materai serta di
persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat mana telah
diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai
pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan
sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Tergugat | Konvensi/Penggugat
Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh
Kuasa Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan tersebut,
Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam
Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat) tersebut diatas, di
persidangan Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Anwar Purwoto, M.Sc. dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Bimbel berada disebelah kiri jalan raya di Bukit Cimanggu City didekat
rumah saksi;

- Bahwa keberadaan bimbel tersebut tidak ada komunikasi dengan saksi;

- Bahwa ada semacam usaha yang ditolak oleh RT didaerah bimbel seperti
Coffe shop, ada pernah untuk membangun kesekretariat partai, ada rencana
membangun secretariat devisi, ada semacam jualan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dari berbagai macam usaha ditolak tersebut masih ada usaha yang
belum berjalan;

- Bahwa rumah saksi dengan RT jaraknya sekitar 100 meter jarak 4 rumahan
dan jarak dengan bimbel sebelahan persis dengan bimbel;

- Bahwa saksi mengetahui adanya bimbel tersebut kira-kira tahun 2024,

- Bahwa setahu saksi bimbel tersebut sudah berjalan sebelum mengajukan
perijinan terhadap warga atau RT,;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bimbel tersebut mempunyai ijin atau
tidak;

- Bahwa saksi tinggal di Bukit Cimanggu City sejak tahun 2000 sampai dengan
sekarang;

- Bahwa Bukit Cimanggu City adalah perumahan tempat tinggal dan saksi

mewakili warga Bukit Cimanggu City menginginkan komplek tersebut hanya
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sebagai perumahan karena status kawasannya adalah pemukiman tempat
tinggal,;

Bahwa disekitar rumah saksi apakah ada usahal lain dan sebagai warga Bukit
Cimanggu City keberatan saksi bersama-sama dengan warga mengadakan
rapat untuk menolak keberadaan tempat usaha tersebut dan usaha yang ada
tersebut sudah telanjur ada sebelum pak RT yang sekarang menjabat;

Bahwa setahu saksi saat RTnya dijabat oleh Pak Lukman ada usaha yang di
ijinkan dan ada juga usaha yang ditolak untuk pengajuan tempat usaha karena
warga rapat dan pada saat rapat disampaikan ke pengurus dan di rapat itulah
pak RT menyampaikan pernyataan tersebut;

Bahwa yang menolak usaha-usaha tersebut adalah warga Bukit Cimanggu
City;

Bahwa warga tidak mau ada bimbel dikomplek tersebut karena warga merasa
bahwa daerah itu adalah tempat tinggal yang seharusnya nyaman dan aman
tidak ada gangguan yang lain dan apabila ada Bimbel akan ada dampaknya;
Bahwa apabila ada usaha yang lain tetap akan ditolak oleh warga Bukit
Cimanggu City karena warga Bukit Cimanggu City sudah bermusyawarah dan
usaha-usaha yang sudah sudah disampaikan oleh pak RT kepada Pemda
untuk bisa ditertibkan karena itu rumah tinggal dan warga menginkan hanya
dipakai untuk rumah tinggal;

Bahwa tidak pernah pak RT melakukan kekerasan terhadap usaha-usaha
yang ditolak;

Bahwa saksi mengetahui adanya demo dari pihak bimbel kerumah pak RT
ketika saksi akan keluar rumah saksi melihat ada didemo di depan rumah pak
RT karena tidak jauh dari rumah saksi,saksi tidak melihat secara pasti
jumlahnya sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang;

Bahwa warga menolak atas keberadaan Bimbel karena warga merasa karena
itu tempat tinggal jadi warga merasa menganggu ketenangan dengan adanya
bimbel;

Bahwa ketika ada usaha-usaha yang akan didirikan namun ditolak oleh warga
usaha-usaha tersebut tidak menjalankan usahanya tetapi bimbel tetap
menjalankan kegiatannya;

Bahwa saksi sebagai keamanan dan warga merasa khawatir misalkan pak RT
mengabulkan permintaaan ijin yang diajukan oleh Bimbel tersebut;

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pak RT itu semuanya hasil

musyawarah dengan warga;
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Bahwa didepan rumah saksi ada usaha TK dan TK tersebut sudah berdiri
sudah lama sekali dan TK tersebut ada siswanya dan halaman TK berada
dibelakang;

Bahwa saksi sebagai keamanan saksi mengetahui kalau di Perumahan Bukit
Cimanggu City sering kehilangan sepeda motor dan saksi sebagai keamanan
meningkatkan patroli dan patroli dibagi tiga setiap pos jaga dan ada yang
keliling dilingkungan sekitar;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Bimbel dikeluarkan dari grup
Whatshap warga Perumahan Bukit Cimanggu City padahal bulan tersebut
masih membayar IPL dan mempunyai hak untuk diambil sampahnya dan
keamanan;

Bahwa saksi sebagai tetangga yang bersebelahan dengan tempat bimbel
tersebut tidak melihat ada kemacetan dan saksi tidak melihat adanya limbah
dan sampah dengan adanya bimbel tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dalam undang-undang cipta kerja yang di
pimpin bapak presiden Jokowi bahwa rumah hunian di perkenankan untuk
menjadi tempat usaha,

Bahwa saksi mengetahui dasar kewenangan pak RT mengirimkan surat
larangan untuk memberhentikan bimbel yakni untuk menyampaikan keinginan
warga karena RT sebagai intitusi pemerintah;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dalam undang-undang tidak diatur RT
dan RW bukan bagian struktur pemerintahan;

Bahwa saksi tidak mengetahui Ketua RT membentak-bentak salah satu ob
pihak bimbel;

Bahwa saksi menjadi pengurus sejak Tergugat | menjabat ketua RT kurang
lebih 4 (empat) tahun;

Bahwa saksi mengetahui kalau disekitar rumah saksi dijalan raya itu ada usaha
lain yakni warung padang, loundri, toko buah dan TK dan ke 4 (empat) usaha
ini seingat saksi berdirinya kurang lebih 5 (lima) tahun dan sekarang masih ada
usaha tersebut dan seingat saksi tempat usaha tersebut pernah diprotes oleh
warga tentang usahanya tersebut;

Bahwa rapat untuk penolakan bimbel tersebut yang pertama diadakan di bulan
April 2024 kemudfian rapat yang kedua diadakan di bulan Juli 2024 dan rapat
yang ketiga diadakan di bulan Maret 2025 dan yang hadir untuk bulan April dan
Juli 2 (dua) kali rapat itu pengurus RT dan untuk rapat yang ketiga bulan Maret
adalah rapat warga dan pengurus yang hadir pada saat rapat dibulan April

2024 dan Juli 2024 tersebut kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang
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dari jumlah pengurus 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan pada saat
itu mayoritas pengurus RT melarang adanya usaha;

Bahwa pertemuan warga pada bulan Maret 2025 itu merupakan pertemuan
warga membahas tentang silaturahmi selain memperingati hari-hari tersebut
warga juga berdiskusi tentang masalah-masalah yang timbul dan undangan
yang disampaikan kewarga untuk halal bihalal lalu didalam perkumpulan
tersebut menyampaikan larangan usaha dan pada saat itu ketua
menyampaikan kepada warga “ini ada Bimbel bagaimana pendapat warga dan
disampaikan oleh warga bahwa warga menyetujui bimbel tersebut ditutup;
Bahwa IPL dibayarkan ke bendahara atas nama Ibu Rita begitupula untuk
pembayaran sampabh;

Bahwa saksi sebagai warga membayar dengan cara mentransfer ke rekening
atas nama ketua RT dasarnya adalah kesepakatan warga karena yang
mengelola rekening adalah ibu Rita;

Bahwa Bimbel tidak pernah membuat keributan atau kemacetan;

Bahwa sepengetahuan saksi untuk usaha-usaha yang lain ada yang
menimbulkan kemacetan seperti toko buah karena berhadapan dengan
warung makan apabila parkir kiri kanan maka ada kemacetan dan saksi tidak
mengetahui siapa pemilik toko buah tersebut;

Bbahwa usaha-usaha itu pernah dilarang oleh warga melalui ketua RT dan
dikirimi surat tetapi saksi tidak mengetahui apa tanggapan dari mereka
larangan itu disampaikan secara tertulis;

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tersebut tetapi saksi mengetahui
bahwa dikirimkan surat karena dirapat di diberitahukan kepada warga bahwa
sudah diberikan;

Bahwa saksi mengetahui kalau tempat-tempat tersebut ada suatu peraturan
yang khusus mengatur bahwa rumah tidak boleh dijadikan sebagai tempat
usaha dan hal tersebut saksi ketahui dari Ketua RT dan untuk peraturannya
saksi tidak mengetahui hanya disampaikan oleh ketua RT;

Bahwa warga ingin tidak terjadi kemacetan dijalan utama tersebut dengan
adanya usaha-usaha itu di khawatirkan adanya pontensi untuk adanya
kemacetan untuk peraturan baru tidak ada tetapi pada umumnya usaha itu
terjadi di rumah-rumah kosong jadi para Ketua RT memberitahukan kepada
pemilik rumah yang akan menyewakan rumahnya agar dikontrakan untuk

tempat tinggal bukan untuk usaha;
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Bahwa sengketa antara warga dengan pihak bimbel tersebut terjadi karena
adanya penolakan pada saat bimbel sudah ada kegiatan tidak ada surat
menyurat dari bimbel;

Bahwa tempat bimbel tersebut merupakan rumah sewaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat | Konvensi/Penggugat

Rekonvensi, Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il

dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama-sama menyatakan

akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-

masing;

Saksi Ir. Slamet Riyanto, dibawah sumpah menerangkan:

Bahwa saksi merupakan mantan Ketua RW yang menjabat pada tahun 2005
sampai dengan tahun 2015;

Bahwa pada saat saksi menjabat ketua RW belum ada tempat usaha karena
ada tempat usaha satu dua usaha namun ditolak masayarakat;

Bahwa setahu saksi pak RT sudah melakukan tindakan untuk penertiban
tempat-tempat usaha di Perumahan Bukit Cimanggu City;

Bahwa usaha-usaha yang sudah ada di Perumahan Bukit Cimanggu City
memang sudah ada sebelum pak RT menjabat menjadi RT;

Bahwa terkait dengan usaha yang sudah ada sebelumnya tindakan pak RT
melakukan pengiriman surat-surat penolakan;

Bahwa setiap tindakan pak RT tersebut merupakan kepentingan warga;

Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pak RT berseberangan;

Bahwa saksi mengetahui tentang keberadaan Bimbel tersebut dan bimbel
tersebut sudah ada 1 (satu) tahunan;

Bahwa setahu saksi Bimbel tersebut belum berjalan;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Bimbel tersebut sudah ada ijin atau
belum;

Bahwa saksi tahu kalau lokasi tersebut adalah lokasi tempat rumah
tinggal/tempat hunian;

Bahwa ada tempat khusus untuk usaha yakni diruko-ruko itu boleh tempat
usaha;

Bahwa rumah tempat tinggal yang dipakai usaha itu dampakanya terhadap
ketertipan dan keamanan karena itu warga menola dan penolakan tersebut
warga sampaikan kepada pak RT dan saksi mengetahui kalau pak RT
mengirimkan surat penolakan kepada Bimbel,

Bahwa sepengetahuan saksi pak RT itu bertindak atas nama warga karena

pernah ada surat musyawarah dan ada tanda tangan warga untuk menolak
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keberadaan bimbel tersebut karena saksi ikut menandatangani pada bulan
Maret 2025;

Bahwa walaupun ada penolakan bimbel masih jalan karena pak RT tidak
mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak-tindak untuk membokar
bimbel tersebut;

Bahwa apa yang dilakukan oleh pak RT sudah benar dan tidak bertentangan
dengan aspirasi warga karena itu keinginan warga,;

Bahwa saksi mengetahui ada demo yang dilakukan oleh pihak Bimbel
kerumah pak RT karena saksi suka lewat rumah pak RT;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pak RT juga pernah menolak ijin-ijin
usaha yang lain;

Bahwa saksi mengetahui kalau ijin itu harus dilakukan sebelum usaha tersebut
berjalan;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ijin yang dilakukan bimbel sudah
dilakukan sewa rumah kepada pemilik;

Bahwa saksi mengetahui usaha-usaha yang di tolak perijinannya oleh pak RT
namun mengundurkan nianya tidak membuka usaha;

Bahwa saksi mengetahui kalau pak RT telah melakukan permintaan maaf
kepada pemilik Bimbel pak Selamet Riyadi dan diajak bertemu dan saksi
mengetahui ketika bimbel ketika ditolak lalu mengirimkan somasi kepada pak
RT dan surat keberatan RT dan RW kami sampaikan kepada Bimbel lalu
bimbel menjawab dengan penolakan;

Bahwa saksi paham kalau komplek Perumahan Bukit Cimanggu City adalah
rumah hunian dan persetujuan bangunan gedung dari Perumahan Bukit
Cimanggu City adalah untuk rumah tinggal;

Bahwa usaha yang diruko-ruko lebih mahal daripada sewa rumah tinggal;
Bahwa ada kwatiran yang terdampak pada warga apabila rumah tinggal diberi
ijin oleh RT untu usaha;

Bahwa saksi mengetahui kalau Pak RT mendatangi rumah yang menyewakan
ke Bimbel dan melarang rumahnya untuk dikontrakan;

Bahwa penandatangan penolakan terhadap bimbel dilakukan ditengah-tengah
saat bimbel sudah berjalan dan tidak dilakukan pada awal-awal pada saat
bimbel akan buka pada tahun 2024 karena warga musyawarah pada bulan
Februari 2025 dan saksi tidak mengetahui bahwa bimbel berjalan sejak tahun
2024,

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya ada pertemuan dirumah
bendahara tapi pak RT nya juga datang lalu diutarakan kepada pemilik bimbel
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dan pengolah bimbel pak Rt mengatakan nanti saja baru setelah mereka
menyelesaikan pekerjaan mereka datang ramai-ramai;

Bahwa saksi tinggal Perumahan Bukit Cimanggu City sejak tahun 1995;

Bahwa jarak rumah saksi dengan bimbel sekitar 500 meter;

Bahwa dijalan sekitar bimbel ada usaha lain seperti soto lamongan, toko buah,
soto mie, loundri ada paud juga di seberang bimbel;

Bahwa seingat saksi TK/paud tersebut mulai beroperasi dibawah tahun 2020;
Bahwa seingat saksi rata-rata yang mempunyai usaha tersebut diatas lima
tahun;

Bahwa Tergugat | mulai menjadi pak RT sebelum tahun 2020;

Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada beberapa yang dipanggil setelah
disurati dan tanggapannya beragam ada yang tetap bertahan ada yang tidak
jadi untuk buka usaha;

Bahwa memberitahukan atau memanggil pemilik usaha-usaha tersebut sesuai
dengan permintaan warga yang pada dasarnya rumah tinggal atau hunian
untuk tidak menjadi komersil/usaha;

Bahwa rumah hunian itu adalah rumah tempat tinggal bukan tempat usaha
dasar hukumnya adalah Perda;

Bahwa ketika saksi menjabat ketua RW sudah ada usaha soto lamongan dan
Ketua RW tidak memilik wewenang yang memiliki kewenangan adalah pak RT
sepengetahuan saksi karena RT bertugas berdasarkan musyawarah warga;
Bahwa saksi mengetahui kalau RT pernah mengirimkan surat kepada bimbel
namun saksi lupa kapan pengirimnya dan saksi mengetahui adanya surat
tersebut karena ada laporan dari warga;

Bahwa seingat saksi penyampaian warga tentang surat kepada bimbel itu
sekitar bulan Maret 2025 karena ada rapat 2 (dua) kali yakni pada bulan April
2024 dan pada bulan Maret 2025;

Bahwa pada saat saksi hadir rapat pada April 2024 dan pada waktu itu
pengurus dan warga pada saat itu tentang masalah bimbel tersebut dan saksi
datang dirapat tersebut karena dapat undangan di grup Whatshap;

Bahwa undangan rapat warga pada saat itu membahas tentang bimbel dan
terkait lingkungan;

Bahwa saksi sebagai warga Perumahan Bukit Cimanggu City saksi
mengetahui ada iuran untuk IPL karena saksi juga membayar IPL tersebut hak-
hak yang didapat kebersihan dan keamanan;

Bahwa saksi membayar IPL relatif saksi sebagai warga membayar

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi membayar kepada bendahara
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namun saksi lupa siapa namanya karena yang membayar adalah urusan istri
saksi kadang bayar teransfer kadang bayar secara cas dan apabila
pembayaran melalui transfer kerekening bendahara RT;

Bahwa saksi tidak tahu bembel tersebut bikin macet atau tidak;

Bahwa saksi mengetahui kalau RW itu diatas RT karena ketika saksi
menjabatan ketua RW terkait keamanan dan kebersihan itu saksi tugaskan
kepada RT,;

Bahwa persetujuan bangunan gedung dari untuk rumah tinggal dapat berubah

menjadi rumah usaha selama mendapat persetujuan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat | Konvensi/Penggugat

Rekonvensi, Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il

dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama-sama menyatakan

akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-

masing;

Saksi Rita Kartini dibawah sumpah menerangkan:

Bahwa Saksi merupakan pengurus RT di Perumahan Bukit Cimanggu City
dan menjabat sebagai Bendahara;

Bahwa saksi masuk kepengurusan RT tersebut sejak tahun 2021,

Bahwa tugas dari bendahara adalah mengelola keuangan RT dari pemasukan
dana dari warga dikelola untuk pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan
warga seperti kebersihan dan keamanan;

Bahwa Perumahan Bukit Cimanggu City memilik satpam 10 orang dan
petugas kebersihan 4 orang dan 3 orang untuk yang memperbaiki kerusak-
kerusakan seperti mentance listrik dan sekitar warga itu juga kita keluarkan;
Bahwa iuran perbulannya untuk rumah yang berpenghuni sebesar
Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk rumah yang tidak berpenghuni
sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk lahan kosong
sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa tidak ada perbedaan pembayaran IPL untuk rumah tempat usaha
dengan rumah tempat tinggal pribadi semuanya membayar sebesar
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa fungsi dari IPL adalah iuran untuk pemeliharaan keamanan seperti gaji
satpam, gaji kebersihan dan pembelian untuk mentance apabila ada kerusak-
kerusakn dilingkungan warga;

Bahwa mekanisme penarikan IPL dengan cara tranfer ke rekening atas nama
pak ketua RT/Tergugat | karena dari banknya sendiri untuk RT bukan badan
usaha jadi harus perorangan karena tanggungjawabnya RT.| ada pada ketua
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RT satu rekening mempunyai dua akun ada diakun saksi dan ada diakun pak
RT tetapi saksi yang mengelola karena pak RT tidak pegang akunnya saksi
yang pegang pada saat itu dibuatkan rekening, mobile Banking, atm dan buku
diserahkan ke saksi sebagai pengurus;

Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang bimbel tersebut dan saksi baru
mengetahui tentang bimbel tersebut karena ada laporan dari ketua RT dan
yang saksi ketahui rumah yang menjadi tempat bimbel itu adalah rumah hunian
biasa bukan untuk usaha;

Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran IPL oleh bimbel pada bulan April
2024 sampai September 2024 baru melakukan pembayaran pada bulan
Oktober 2024 sampai Maret 2025 pembayaran di transfer dengan atas nama
ibu Aisyah lalu saksi cocokan dana yang masuk dengan bukti transfer;

Bahwa pada saat Ibu Aisyah menghubungi saksi waktu itu Ibu Aisyah
mengaku mewakili bimbel untuk pembayaran IPL;

Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Bimbel tersebut tidak membayar
sejak bulan April 2024 sampai September 2024 karena tidak membayar jadi
pengurus melakukan penagihan;

Bahwa saksi tidak melakukan penagihan terhadap Bimbel hanya saksi
mengingatkan kepada pemiliknya karena yang saksi ketahui rumah tersebut
adalah tempat tinggal biasa dan baru mengetahui kalau rumah tersebut
dijadikan tempat bimbel baru meminta pengurus untuk menagihnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pemilik rumah tersebut saksi melakukan
penagihan kekontak nomornya saja dengan nama di profilnya SS3;

Bahwa Perumahan Bukit Cimanggu City semuanya adalah rumah hunian
bukan untuk usaha;

Bahwa Saksi merupakan lulusan Ekonomi Management;

Bahwa bendahara menyerahkan pembayaran warga menggunakan rekening
bukan atas nama bendahara itu sendiri karena wakiu itu yang saksi ketahui
bank meminta yang menjadi tanggungjawab di RT 01 adalah Ketua RT maka
pada saat itu rekening atas nama ketua RT yakni Lukman tetapi untuk yang
seperti transaksi saksi diberi akses oleh bank di ecount tambahan diberi nama
clusternya tabana 1 untuk laporannya itu juga masuk ke ecount saksi;

Bahwa Saksi sebagai pengelola keuangan,pada saat itu di grup whatshaap
ada Tergugat | melakukan perhimpunan dana untuk THR ke semua warga dan
saksi mengaggap itu bukan pungli karena saksi percaya karena ecountnya
saksi yang pegang dan apabila ada dana yang masuk saksi mengetahui dan
untuk perhimpunan dana untuk thr adalah kewajiban kami sebagai pengurus
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untuk memberikan THR kepada satpam dan petugas kebersihan setiap
tahunnya dari dulu sebelum tergugat 1 ketua RTnya dan itu diluar pemasukan
yang Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu karena pembayaran IPI
Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan tidak mencukupi untuk
pemberian THR itu juga bersifat sukarela dari warga walaupun ada warga yang
tidak memberikan kami pengurus tidak akan menagih yang saksi tagih ke
warga adalah uang IPL saja;

Bahwa pemberian THR sebagian rezeki kami untuk THR hanya sebagai
pemberian kepada orang-orang yang telahkah membantu kami seperti
keamanan yang telah membantu kami sehingga kami merasa aman dan
petugas kebersihan yang telah membersihkan dilingkungan perumahan kami
sedangkan pungli adalah orang yang tidak melakukan apapun tapi tiba-tiba
meminta uang kami sedangkan thr ini kami berikan kepada orang-orang yang
sering membantu kami karena kami tidak setiap hari berada dirumah tetapi
mereka setiap hari menjaga rumah kami agar tetap aman;

Bahwa di Perumahan Bukit Cimanggu City juga ada "Punishment apabila ada
pencurian itu satpam ada dipotong gaji apabila satpam bolos juga ada
"Punishmentnya bukan hanya mendapat reward jadi mengapa satpam
bertugas menjaga keamanan lingkungan karena mereka mengetahui
tanggungjawabnya,dan yang kehilang sepeda motor tersebut apakah masuk
di RT 1 karena di daerah itu ada RT lain setahu saksi di RT 1 untuk kehilangan
itu jarang, karena kami ada regular brifing ke satpam apabila ada infomasi
kehilangan kami langsung ada pemotongan gaiji;

Bahwa tidak ada laporan penghuni seperti rumahnya kemasukan ular;

Bahwa saksi mengetahui kalau bimbel tersebut ada penghuni lain dirumah
tersebut yang menunggal IPLnya bertahun-tahun namun saksi tahu karena itu
rumah pemiliknya jadi saksi menagih ke pemiliknya namun tidak ada respon
akhirnya dibantu oleh Pak Toni untuk membantu menagihkan ke pemilik;
Bahwa saksi tidak mengetahui masalah saudara Fauzi datang ke bimbel
menagih yang bukan menjadi tagihannya bimbel;

Bahwa saksi tidak mengetahui pihak bimbel dengan sukarela membantu
tagihan yang bukan tagihan bimbel yang saksi ketahui yang membayarkan
tunggakannya adalah yang menghubungi saksi yakni Ibu Aisyah;

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal diawal berdirinya bimbel tersebut itu ada
Pak Lurah datang bersama-sama dengan Tergugat | yang
mempermasalahkan tentang penunggakan IPL dan mengatakan ya sudah
tidak sudah ramai-ramai bayar saja bulan Oktober 2024,
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Bahwa setahu saksi tidak diperbolehkan membuka usaha memang usaha-
usaha itu sudah berdiri sebelum Tergugat | menjabat;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah-rumah tersebut rumah untuk rumah
tinggal,;

Bahwa untuk usaha-usaha yang lain itu ketika membuka usaha tidak ada
jinnya;

Bahwa sepengetahuan saksi untuk menbuka usaha di lingkungan Perumahan
Bukit Cimanggu City harus ada ijinnya dari tetangga, ijin dari RT dan RW,

Kecamatan, Kelurahan, Kota Madya memang harus ada perijinannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat | Konvensi/Penggugat

Rekonvensi, Tergugat ii, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il

dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama-sama menyatakan

akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-

masing;

Saksi Toni Ruchimat, dibawah sumpah menerangkan:

Bahwa yang saksi ketahui ada keberatan Bimbel tersebut karena belum ada
ijin dari warga dan permasalahan ini merupakan permasalahan warga;

Bahwa Penolakan Bimbel tersebut dilakukan oleh warga termasuk saksi
menolak keberadaan bimbel tersebut dan penolakan tersebut dari awal Bimbel;
Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang disewa oleh
bimbel/Penggugat kemudian saksi diajak oleh pak RT bersama pak ramdani
untuk menemui pemiliknya karena pak RT mendapatkan informasi pemiliknya
itu tinggal di villa indah padjajaran kemudian dari situ kami alamat tersebut dan
pemilik rumah yang disewakan bimbel yang bernama H. Sudiono;

Bahwa saksi bertemu dengan H. Sudiono di masjid Villa Indah Padjajaran
pada saat itu kami duduk di karpet tidak ada meja pada saat itu pemilik rumah
dengan pak RT/Tergugat I, saksi dan Pak Ramdani awalnya tidak kenal
dengan pemilik rumabh;

Bahwa pada saat saksi bertemu dengan pemilik rumah selain untuk
bersilahturahmi juga menyampaikan bahwa rumah tersebut sudah dikontrakan
dan sudah disurati untuk membayar IPL karena sebagai warga wajib
membayar IPL baik yang warga maupun rumah dikontrakan dan tanah kosong;
Bahwa tujuan pak RT menemui pemilik bukan dalam rangka bukan untuk
intimidasi dimana pada saat itu sehabis solat jumat kita cari-cari dulu pak
Sudiono setelah bertemu kita duduk dan pada saat itu tidak ada pak RT

menggerbek/memukul meja karena duduknya dikarpet;
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- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Perumahan Bukit Cimanggu City itu
khususnya bimbel sudah 3 kali dikontrakkan;

- Bahwa pada Perumahan Bukit Cimanggu City ada sebagian tempat usaha dan
sebagian tempat tinggal;

- Bahwa di Perumahan Bukit Cimanggu City sudah ada usaha-usaha sebelum
pak RT terpilih dan sudah disurati oleh pak RT/Tergugat | dan setelah Pak RT
terpilih pak RT memberikan surat dan melakukan persuasif ketempat usaha
tersebut dan ada 9 usaha yang ingin membuka usaha disitu;

- Bahwa saksi tidak melihatb secara langsung terkait demo dirumah pak RT
tersebut saksi hanya dapat informasi kejadiannya siang sore saksi mendapat
info dari orang-orang, dimedia sosial juga ada, berita News dan pak RT merasa
tertekan berdasarkan cerita ya karena ada somasi dan ada demo tersebut;

- Bahwa setiap kepurtusan yang dikeluarkan oleh RT/Tergugat | selalu ada
musyawarah dan persetujuan dari warga;

- Bahwa pak RT beriat akan menyelesaikan permasalahan ini secara damai
dengan cara Pak RT mengundang Penggugat kerumah untuk diajak makan
bersama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat | Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il dan
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama-sama menyatakan akan
menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat | selain mengajukan saksi-saksi juga
mengajukan ahli yang bernama Drs. Supriyadi, S.H. yang memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1983 Ahli masuk Sarjana starta | dibindang hukum dan
bidang Bahasa Inggris dan dibidang hukum ahli lulusan Fakultas Hukum
Erlangga lalu ahli tes lagi di universitas di Surabaya untuk masuk kebidang
Bahasa Inggris setelah lulus Bahasa Inggris ahli ada panggilan wajib militer lalu
ahli masuk lagi ke militer kemudian tahun 1989 akhir selesai Pendidikan dan
awal tahun 1990 kemudian itu ahli belum lulus sarjana hukum kemudian ahli
ditempatkan disurabaya diwajib militer dan sehari-hari ahli mengajar bidang
bahasa inggris awalnya setelah ahli lulus sarjana hukum pada tahun 1991 ahli
diberikan tugas baru sebagai dosen hukum pada saat itu diberi materi aspek
hukum dalam bisnis jadi ahli mengajar aspek hukun bidang bisnis itu tahun
1992 sampai dengan awal 2002 kebetulan ada Yayasan Angkatan laut yang

namanya yayasan alam yang mempunyai program ini yang Namanya hamtuah
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disurabaya lalu ahli mengajar beberapa bidang hukum kemudian ahli mengikuti
tes di pertamina dan lulus kemudian ahli ditempatkan di bidang hukum;

Bahwa Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis, ekonomis dan
organisasional yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk menjalankan
kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan dan
Badan usaha bisa mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang
atau jasa, Badan Usaha secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu
Badan Usaha yang Berbadan Hukum dan Badan Usaha yang Tidak Berbadan
Hukum;

Bahwa Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum merupakan subyek
hukum yang terpisah dari pendirinya, memiliki kekayaan sendiri, tanggung
jawab terbatas pada aset perusahaan, dan dapat melakukan perbuatan hukum
secara mandiri Contoh Badan Usaha Berbadan Hukum, Perseroan Terbatas
(PT), Yayasan, Koperasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) sedangkan Badan usaha tidak berbadan hukum
adalah badan usaha yang tidak memiliki status hukum tersendiri dan tidak
terpisah dari pendirj atau pemiliknya. Pendiri atau pemilik badan usaha ini
bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan utang usaha Contoh
Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum:Persekutuan Perdata: adalah badan
usaha yang didirikan oleh dua orang ,Firma,Commanditaire Vennootschap
(CV),

Bahwa Perseroan Terbatas ("PT") misalnya. Ketentuan Pasal 98 ayat (1)
Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direksi adalah organ
perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan,untuk Firma, para pendiri atau sekutu yang berwenang dan dapat
melakukan perbuatan hukum mewakiii kepentingan Firma;

Bahwa untuk badan usaha berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas
("PT") misalnya. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Perseroan
Terbatas menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang mewakili
perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan terdapat kewenangan
tambahan direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau
orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama PT untuk melakukan suatu
perbuatan hukum tertentu yang diuraikan dalam surat kuasa dan untuk Firma,
para pendiri atau sekutu yang berwenang dan dapat melakukan perbuatan
hukum mewakili kepentingan yang tidak berbadan hukum seperti Firma
Perusahaan non badan hukum seperti Firma tidak memiliki kepribadian hukum

yang terpisah dari pemilik atau sekutunya. Ini berarti hak, kewajiban, dan risiko
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hukumnya langsung melekat pada pribadi para pendiri atau sekutunya. Karena
tidak merupakan badan hukum tersendiri, Firma tidak bisa bertindak sebagai
pihak yang menggugat di pengadilan atas namanya sendiri karena untuk yang
berbadan hukum dia adalah subjek hukum dan untuk non badan hukum bukan
subjek hukum misalnya firma menghadapi suatu perkara ingin menggugat
ataupun digugat maka yang pertama mesti diwakili sendiri atau diwakili orang
lain apabila diwakili orang lain harus ada surat kuasa khusus untuk
memberikan kewenangan supaya ada legal standing;

Bahwa Firma bukan subjek hukum oleh karena bukan badan hukum maka
yang berhak mewakili kedalam dan keluar adalah pendiri atau sekutu dari firma
yang bersangkutan dari firma yang membawabhi;

Bahwa Firma bukan subyek hukum oleh karena itu maka pengurus atau
pendiri atau sekutu dari melakukan kwalifikasi sebagai subyek hukum atau
mewakili firma yang bersangkutan,seperti manager area adalah karyawan
yang bekerja secara undang-undang yang sesuai badan hukum manager area
tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili Firma yang bersangkutan
karena Firma bukan badan Hukum dan yang mewakili adalah pengurus atau
pendiri/sekutu;

Bahwa harusnya manager area perlu diingat nahwa dia adalah karyawan
pertama-tama harus memiliki surat kuasa dari pendirian atau sekutu dari
Firma yang bersangkutan kepada manager area supaya manager area berhak
untuk mewakili tadi yang ditanyakan akibat hukumnya manager area tidak
mempunya kwalifikasi tidak memupunyai kewenangan,tidak mempunyai hak
tanggungjawab sebagai yang mewakili Firma itu harus memiliki surat kuasa
apabila tidak ada surat kuasa khusus maka tidak memiliki legal standing
apabila tidak mempunyai legal standing tentunya manager area tidak berhak
mewakili karena tidak berhak mewakili maka yang diwakili itu menjadi tidak sah
oleh karena tidak sah maka tentunya ini bisa batal demi hukum;

Menyangkut legal standing maka itu batal demi hukum bukan dapat
diobatalkan karena tidak mempunyai kewenangan /legal standing karena tidak
memiliki dikedudukan hukum maka perwakilannya tidak sah maka bukan
dibatalkan melainkan batal demi hukum;

Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan Yang
melanggar hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum. atau melanggar
hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian, Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur

dalam Pasal 1365 dan pasal-pasal lain yang berkaitan, seperti Pasal 1367-
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1380, Yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan
menimbulkan kerugian bagi orang lain, akan mewajibkan pelakunya untuk
mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya, Untuk membuktikan
apakah suatu perbuatan atau tindakan merupakan suatu PMH, diperlukan
adanya pemenuhan syarat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan
melawan hukum adanya kesalahan pelaku, adanya kerugian, dan hubungan
sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa perbuatan tersebut wajib mempunyai ijin pemerintah yang
berwenangan kalua wajib mendapatkan ijin tentunya harus mengurus ijinnya
,adakah persyaratan untuk yang sesorang tersebut yang akan menjadi
tetangga untuk orang yang melakukan kegiatan tersebut itu setuju atau tidak
,apabila persyaratan tersebut memang harus adanya perseujuan dari tetangga
maka persetujuan tetangga harus dipenuhi dahulu supaya nantinya itu
mempunyai privasi memenuhi syarat ungtuk mendapatkan ijin,apabila syaratan
adalah persetujuan dari tetangga apabila tentang tidak setujuh sedangkan
kepala suku tadi hanya meminpin kelompok tersebut sesua dengan
kewenangannya missal tetangga tidak setujuh karena terjadi kraudit sehari-
hari jalan macet apabila kepala suku tersebut sudah sesuai dengan
tanggungjawan dan tugas dan sesuai dengan peraturan menteri mungkin ada
Perda dari Pemerintahan Kota Bogor bahwa tugas dan kewenangan ketua RT
adalah membantu dalam rangka menjalan urusan pemerintah dan menjaga
kenyamanan dan ketertiban keresahan dari masyaerakat dan ketua RT
menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa menurut teori hukum Subyek Hukum adalah setiap entitas, baik
manusia (orang) maupun badan hukum, Yang memiliki hak dan kewajiban
dalam suatu hubungan hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda,
“rechtsubject”, Yang secara harfiah berarti "pendukung hak dan kewajiban".
Subyek hukum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum atau mengambil
keputusan sesuai ketentuan Yang berlaku, Manusia (Orang)Setiap individu
manusia dianggap sebagai subyek hukum sejak dilahirkan hingga meninggal
dunia,Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan bisa dianggap sebagai
subyek hukum jika ada kepentingan yang menghendakinya, seperti dalam
urusan warisan,Meskipun demikian, ada golongan manusia yang dianggap
tidak cakap secara hukum, misalnya anak-anak atau orang yang berada di
bawah pengampuan (kondisi gangguan jiwa atau ketidakmampuan mental)

dan Badan Hukum (Rechts Persoon) Badan hukum adalah kumpulan orang
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yang didirikan untuk tujuan tertentu dan diberikan status sebagai orang" Oleh
hukum,Badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan
kewajiban para pendiri atau anggotanya;

Bahwa tanggung jawab perbuatan hukum badan usaha berbadan hukum
terbatas pada aset perusahaan itu sendiri, sedangkan pada badan usaha yang
tidak berbadan hukum, tanggung jawab meliputi harta kekayaan pribadi para
pemiliknya. Badan usaha berbadan hukum memiliki pemisahan harta antara
perusahaan dan pemilik, sehingga jika terjadi kerugian, hanya aset perusahaan
yang dipertaruhkan. Sebaliknya, pada badan usaha yang tidak berbadan
hukum, tidak ada pemisahan kekayaan, sehingga harta pribadi pemilik bisa
disita untuk menutupi kewajiban;

Bahwa kewajiban Firma meliputi tanggung jawab atas utang secara tidak
terbatas (solidaritas), di mana setiap sekutu bertanggung jawab penuh atas
seluruh utang firma dan dapat menggunakan harta pribadi jika firma tidak
mampu membayar. Kewajiban lainnya adalah mematuhi hukum termasuk
membayar pajak badan usaha dan memenuhi regulasi lainnya, serta
menjalankan bisnis dengan integritas dan transparans;

Bahwa Manager Area adalah orang yang memimpin area disitu yang artinya
dia dibawah pendiri jadi tidak bisa manager area mewakili mengatasnamakan
keselurahan dari bimbel tersebut karena bukan kewenangan dia contoh
mengajukan gugatan di pengadilan yang seharusnya yang mengajukan Adalah
pendiri karena manager area bukan subyek hukum apabila dia mengatas
namakan dari bimbel tersebut karena manager area tidak memiliki legal
standing dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili Firma tanpa
adanya surat kuasa khusus manager area tidak bisa serta merta,otomatis
dapat mewakili;

Bahwa ciri-ciri badan hukum adalah memiliki harta kekayaan yang terpisah dari
pemiliknya, adanya tujuan tertentu, struktur organisasi yang teratur, dan
kemampuan hukum seperti memiliki aset, melakukan kontrak, serta dapat
dituntut dan menuntut di pengadilan atas nama badan itu sendiri. Badan hukum
dianggap sebagai entitas yang independen dari individu-individu yang
membentuknya;

Bahwa Setiap badan hukum apapun maka harus dibuat dengan akta notaris
,akta pendirian kemudian dimintakan pengesahan dari kementrian hukum dan
ham kemudian dimuat di berita negara supaya public mengetahuinya;

Bahwa seandainya lausn academy sebagai badan hukum manager area tidak

mempunyai kewenagnan mewakili lausn akademi kartena lausn akademi
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apabila badan hukum yang punya hak mewakili Adalah pengurus contoh
direksi apabila berbentuk PT apabila Yayasan ketua yayasannya dan untuk
firma Adalah pendirinya;

- Bahwa walaupun bukan badan hukum manager area tidak dapat mewakili
kaena tidak memiliki kewenangan untuk badan usaha yang berbadan hukum
ataupun yang tidak berbadan hukum yang berhak mewakili adalah Pendiri
atau sekutu dari firma ataupun CV maka badan usaha yang berbadan hukum
ataupun yang tidak berbadan hukum maka seorang manager area tidak berhak
untuk mewakili tempatnya dia bekerja kecuali dia mendapatkan surat kuasa
dari yang punya kewenangan;

- Bahwa maksud dan tujuan dari yang dikelompok-kelompokan usaha yang di
KBLI itu adalah untuk membatasi usaha tersebut bergerak dibidang apa jadi
sesuai bidang masing-masing;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Tergugat | Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il dan
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama-sama menyatakan akan
menanggapi keterangan ahli tersebut dalam kesimpulannya masing-masing;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada pihak
Kuasa Tergugat Il, Kuasa Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat I
dipersidangan menegaskan tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi;
Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
telah  mengajukan  kesimpulannya  begitupula  pihak  Tergugat |
Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulannya
sedangkan untuk pihak Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut
Tergugat Il tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah diajukan Amicus Curiae
oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara ini tetapi memiliki
kepentingan terhadap hasil perkara dan telah mengajukan pendapat, informasi
atau argumen hukum dan pendapat, informasi atau argumen hukum tersebut

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi dan Kuasa Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa
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Tergugat 1l serta Kuasa Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il
menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi,
Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il dalam jawabannya masing-
masing telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan yang mana inti
dari eksepsi tersebut yaitu mengenai suatu hal yang berkaitan dengan syarat

formil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa ketentutan Hukum Acara Perdata memberikan
kesempatan kepada pihak lawan in casu Tergugat | Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il masing-masing
melalui kuasanya dalam perkara perdata a quo untuk mengajukan suatu
tangkisan/eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dimana yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 HIR bermakna sebagai suatu
tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi
gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada hal-
hal yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) maupun hal-hal
yang berkaitan dengan syarat formiil suatu gugatan serta tidak ditujukan atau

tidak berkaitan dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat
materi eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Tergugat | Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il masing-masing
dalam jawabannya tersebut, pada intinya Tergugat | Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il masing-masing

mengajukan eksepsi mengenai:
Eksepsi Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoir)

1. Bahwa pada halaman 4 nomor 17 gugatan Penggugat menyatakan
“.....Dinas PTSP, DAMKAR, Disdik, KLH yang menyatakan bahwa telah
memenuhi persyaratan untuk usaha bimbingan belajar......”. dan nomor
18 menyatakan “....pada bulan Agustus 2024, terinfo dari PTSP

perizinan bimbel Lausn Academy terganjal karena tidak ada persetujuan
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RT, RW dan Lurah. Hal ini menjadi tidak masuk akal, karena dalam form
perizinan bimbel tidak ada formulir yang harus seperti itu;

2. Penggugat dalam perkara a quo telah dengan tegas dan jelas
menyatakan, baik dalam Surat Kuasa Khusus serta dalam Gugatan,
Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang
Dilakukan oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) terhadap Para
Tergugat;

3. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa yang dipermasalahkan dan
menjadi dasar Gugatan Para Penggugat adalah menyangkut Perbuatan
Melawan Hukum vyang Dilakukan oleh Penguasa (Onrechtmatige
Overheidsdaad), oleh karena itu yang berwenang memeriksa perkara a
gquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan
Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (“Perma Nomor 2/2019”), khususnya dalam konsideran
menimbang huruf (b), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 Perma Nomor
2/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Konsideran menimbang huruf (b) Perma Nomor 2/2019: “bahwa
Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
emerintahan  (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan
tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

2. Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2/2019: “Perkara Perbuatan
Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara.”

3. Pasal 11 Perma Nomor 2/2019: “Perkara Perbuatan Melanggar
Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh
Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak
berwenang mengadili.”

4. Bahwa merujuk pada konsideran menimbang huruf (b), Pasal 2 ayat (1),
dan Pasal 11 Perma Nomor 2/2019, maka jelaslah kewenangan untuk
mengadili perkara a quo sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak dari
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Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan
Negeri Jakarta Bogor harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara a quo. Hal ini sejalan dengan
ketentuan Pasal 134 HIR yang menyebutkan sebagai berikut: “jika
perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang
Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan
perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan
hakim itu pun, karena jabatanya, waijib pula mengaku tidak berwenang.”;

5. Bahwa karena eksepsi a quo adalah mengenai kewenangan mengadili
(Eksepsi Kompetensi Absolut), maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan terlebih dahulu Eksepsi
Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoir) a quo sebelum memeriksa
pokok perkara;

6. Bahwa sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan
yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat |
menyampaikan juga Eksepsi lainnya dan Jawaban atas Pokok Perkara.

Gugatan Salah Pihak (gemis aanhoeda nigheid)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat | melakukan “abuse of
power” dengan melakukan tindakan tidak mengizinkan Penggugat untuk
membuka usaha bimbingan belajar. Tergugat | keberatan dan menolak
dalil tersebut, bahwa Tergugat | tidak memiliki kewenangan untuk
memberikan izin dan/atau menolak seseorang untuk melakukan kegiatan
usaha. Lantas untuk apa Penggugat datang kepada Tergugat | untuk
meminta izin dan berharap agar Tergugat | memberikan izin kepada
Penggugat;

2. Bahkan Penggugat salah menarik pihak dalam perkara aquo yang
seolah-olah Tergugat | melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan
tidak memberikan izin. Dikarenakan Penggugat salah menarik pihak
dalam perkara aquo (gemis aanhoeda nigheid), sudah sepatutnya
gugatan Penggugtan untuk ditolak seluruhnya.

Gugatan Kurang Pihak (plirius litis consortium)

1. Bahwa pada halaman 4 nomor 17 dan 18 gugatan Penggugat

menyatakan “.....Dinas PTSP, DAMKAR, Disdik, KLH yang menyatakan

bahwa telah memenuhi persyaratan untuk usaha bimbingan belajar...... .
dan nomor 18 menyatakan “.....pada bulan Agustus 2024, terinfo dari
PTSP perizinan bimbel Lausn Academy terganjal karena tidak ada

persetujuan RT, RW dan Lurah. Hal ini menjadi tidak masuk akal, karena
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dalam form perizinan bimbel tidak ada formulir yang harus seperti itu;
Sehingga terdapat pertetangan antara posita nomor 17 dan 18, untuk
memperoleh kebenaran materiil semestinya Dinas PTSP, DAMKAR,
Disdik, KLH menjadi Pihak Tergugat atau setidak-tidaknya ditarik menjadi
pihak Turut Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan ini
terdapat kekurangan pihak (plirius litis consortium);

2. Bahwa telah jelas dan tanpa keraguan (expresive verbis) gugatan
Penggugat kekurangan pihak (plirius litis consortium ) (vide Mahkamah
Agung No. 1260 K/Sip/1980 Dan No. 621 K/Sip/1975). Mohon kiranya
Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak;

Eksepsi Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Sesuai Dengan Kompetensi
Absolut Pengadilan Negeri Bogor

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya point 33 dan 35 menyatakan
bahwa Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawan sebagaimana
diatur dalam 1365 KUHPerdata. Selanjutnya dalam petitumnya point 7
memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Il
memberikan surat teguran tertulis atas tindakan abuse of power yang
dilakukan oleh Tergugat | dan Tergugat Il serta pada point 10 memohon
untuk menghukum Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il agar
melakukan pembinaan pada Tergugat ll;

2. Bahwa memperhatikan pada posita dan petitum gugatan Penggugat
sebagaimana disebutkan pada point 1 diatas maka pada pokoknya
gugatan Penggugat terhadap Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut
Tergugat Il adalah mengenai tindakan dari Tergugat Ill, Turut Tergugat |
dan Turut Tergugat Il dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintah.
Khususnya tindakan Tergugat Ill yang menurut Penggugat berusaha
mengganjal perijinan Bimbel dengan menyatakan tidak ada persetujuan
RT atau Tergugat | (vide dalil posita point 19) serta melakukan
pembiaran dan tidak mengambil tindakan apapun terhadap Tergugat |
dan Tergugat Il (vide dalil posita point 30) sebagaimana dalil Penggugat
adalah termasuk pada sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh
Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

3. Bahwa perlu kami jelaskan juga kedudukan Tergugat Ill, Turut Tergugat
| dan Turut Tergugat Il dalam perkara a quo adalah sebagai Pejabat
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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(sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang), yaitu:

Pasal 1 angka 3
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang
melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di llingkungan pemerintah
maupun penyelenggara negara lainnya.
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, maka ada beberapa hal baru dalam
tatanan hukum khususnya dalam bidang hukum Administrasi Negara
salah satunya yaitu bahwa gugatan dapat diajukan tidak hanya terhadap
Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Tata Usaha Negara
akan tetapi juga Tindakan Administrasi Pemerintahan atau disebut
Tindakan, pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan pada huruf a disebutkan yang
mencakup tindakan faktual;
. Bahwa mengenai kewenangan mengadili tindakan/perbuatan melanggar
hukum olenh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Perma Nomor 2 Tahun
2019) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2
Tahun 2019 menyebutkan:

Pasal 2

(1) perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan  (Onrechtmatige  Overheidsdaad) merupakan

kewenangan peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengenai perbuatan melanggar hukum
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige

Overheidsdaad) adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
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7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Perma Nomor 2
Tahun 2019 menyebutkan:
Pasal 10

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara
perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri
tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 11

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa
oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak

berwenang mengadili.

Maka berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas sangat beralasan
hukum apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor
tidak berwenang mengadili perkara a quo dan oleh karenanya gugatan

Penggugat harus ditolak;

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa menanggapi dalil Penggugat point 35 yang menyatakan bahwa
Tergugat 1l telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana

Pasal 1365 KUHPerdata merupakan dalil yang tidak berdasar;

2. Bahwa Tergugat Il dalam melakukan tindakan telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 151 Tahun 2022 tentang Tugas,

Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan;

3. Bahwa merujuk pada eksepsi kewenangan mengadili, berdasarkan pada
Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengenai perbuatan melanggar hukum oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya
seluruh petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bogor untuk menghukum Tergugat 1l melakukan

tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan administrasi pemerintahan
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adalah tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bogor tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan
kabur/tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sehingga sangat beralasan hukum
apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari pihak Tergugat |
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan eskepsi dari pihak Tergugat Ill, Turut
Tergugat | dan Turut Tergugat Il sebagaimana masing-masing dalam
Jawabannya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
telah memberikan tanggapan dalam Repliknya dan atas dalil bantahan dari
Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana dalam Repliknya tersebut, Tergugat |
Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut

Tergugat Il juga telah memberikan tanggapan masing-masing dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi sebagaimana
diuraikan oleh Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Ill, Turut
Tergugat | dan Turut Tergugat Il maupun dalil-dalil bantahan mengenai eksepsi
sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kuasa Tergugat |
Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut
Tergugat Il tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang Majelis Hakim telah

memutus dalam putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:
1. Menolak eksepsi Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat
[ll, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan materi eksepsi Kuasa Tergugat | Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, Kuasa Tergugat Ill, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il masing-
masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi

dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai:

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Bgr



1. Gugatan Salah Pihak (gemis aanhoeda nigheid);

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat | melakukan
“abuse of power” dengan melakukan tindakan tidak mengizinkan
Penggugat untuk membuka usaha bimbingan belajar. Tergugat |
keberatan dan menolak dalil tersebut, bahwa Tergugat | tidak
memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan/atau menolak
seseorang untuk melakukan kegiatan usaha. Lantas untuk apa
Penggugat datang kepada Tergugat | untuk meminta izin dan
berharap agar Tergugat | memberikan izin kepada Penggugat;

2. Bahkan Penggugat salah menarik pihak dalam perkara aquo yang
seolah-olah Tergugat | melakukan Perbuatan Melawan Hukum
dengan tidak memberikan izin. Dikarenakan Penggugat salah
menarik pihak dalam perkara aquo (gemis aanhoeda nigheid),
sudah sepatutnya gugatan Penggugtan untuk ditolak seluruhnya.

2. Gugatan Kurang Pihak (plirius litis consortium)

1. Bahwa pada halaman 4 nomor 17 dan 18 gugatan Penggugat
menyatakan “.....Dinas PTSP, DAMKAR, Disdik, KLH yang
menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan untuk usaha
bimbingan belajar......”. dan nomor 18 menyatakan “.....pada bulan
Agustus 2024, terinfo dari PTSP perizinan bimbel Lausn Academy
terganjal karena tidak ada persetujuan RT, RW dan Lurah. Hal ini
menjadi tidak masuk akal, karena dalam form perizinan bimbel tidak
ada formulir yang harus seperti itu; Sehingga terdapat pertetangan
antara posita nomor 17 dan 18, untuk memperoleh kebenaran
materiil semestinya Dinas PTSP, DAMKAR, Disdik, KLH menjadi
Pihak Tergugat atau setidak-tidaknya ditarik menjadi pihak Turut
Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan ini terdapat
kekurangan pihak (plirius litis consortium);

2. Bahwa telah jelas dan tanpa keraguan (expresive verbis) gugatan
Penggugat kekurangan pihak (plirius litis consortium) (vide
Mahkamah Agung No. 1260 K/Sip/1980 Dan No. 621 K/Sip/1975).
Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan
ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi eksepsi

Kuasa Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat | Konvensi/Penggugat
Rekonvensi mengenai Gugatan Salah Pihak (gemis aanhoeda nigheid) dengan
alasan Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat | melakukan “abuse of
power” dengan melakukan tindakan tidak mengizinkan Penggugat untuk
membuka usaha bimbingan belajar. Tergugat | keberatan dan menolak dalil
tersebut, bahwa Tergugat | tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin
dan/atau menolak seseorang untuk melakukan kegiatan usaha. Lantas untuk
apa Penggugat datang kepada Tergugat | untuk meminta izin dan berharap agar
Tergugat | memberikan izin kepada Penggugat dan Bahkan Penggugat salah
menarik pihak dalam perkara aquo yang seolah-olah Tergugat | melakukan
Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan izin. Dikarenakan
Penggugat salah menarik pihak dalam perkara aquo (gemis aanhoeda nigheid),
sudah sepatutnya gugatan Penggugtan untuk ditolak seluruhnya, Majelis Hakim
berpendapat bahwa adalah hak mutlak dari seorang Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menarik pihak lain ke dalam gugatannya
sepanjang hal tersebut disertai dengan argumentasi hukum yang jelas dalam
posita gugatannya hal ini sesuai Yuruisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 11 April 1997 No. 3909K/Pdt.G/1994 menggariskan “Adalah
hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik

menjadi pihak dalam perkara”;

Bahwa sesuai Teori Hukum Acara Perdata “legitima persona standi in
judici” yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin
mempertahankannya, maka ia berhak bertindak sebagai pihak, baik selaku

Pengugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi memandang penting mengikutsertakan pihak-
pihak termaksud dalam mempertahankan haknya maka itu merupakan
kewenangannya serta hal itu tidak menjadikan gugatan kurang atau lebih pihak
sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat
I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan Salah Pihak (gemis

aanhoeda nigheid) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
materi eksepsi Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan
Kurang Pihak (plirius litis consortium) dengan alasan bahwa pada halaman 4

“

nomor 17 dan 18 gugatan Penggugat menyatakan “..... Dinas PTSP, DAMKAR,
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Disdik, KLH yang menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan untuk usaha
bimbingan belajar......". dan nomor 18 menyatakan “.....pada bulan Agustus
2024, terinfo dari PTSP perizinan bimbel Lausn Academy terganjal karena tidak
ada persetujuan RT, RW dan Lurah. Hal ini menjadi tidak masuk akal, karena
dalam form perizinan bimbel tidak ada formulir yang harus seperti itu; Sehingga
terdapat pertetangan antara posita nomor 17 dan 18, untuk memperoleh
kebenaran materiil semestinya Dinas PTSP, DAMKAR, Disdik, KLH menjadi
Pihak Tergugat atau setidak-tidaknya ditarik menjadi pihak Turut Tergugat
dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan ini terdapat kekurangan pihak (plirius
litis consortium) Majelis Hakim memperimbangkan bahwa wewenang perizinan
di Indonesia melibatkan beberapa Lembaga pemerintah baik ditingkat pusat

maupun daerah tergantung pada jenis izin yang diperlukan;

Menimbang, bahwa secara umum dinas atau lembaga yang paling utama
berwenang dalam urusan perizinan adalah Dinas Penanam Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota dimana dinas ini bertugas menyelenggarakan pelayanan
administrasi di bidang perizinan termasuk perizinan tempat usaha (SITU) dan
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terintegrasi dengan system OSS

pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa untuk dapat diselesaikan perkara aquo secara
komprehensif maka pihak Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor selaku pihak yang bertugas menyelenggarakan
pelayanan administrasi di bidang perizinan termasuk perizinan tempat usaha
(SITU) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terintegrasi dengan
system OSS pusat yang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini haruslah
didudukkan sebagai pihak dalam perkara aguo namun ternyata dalam perkara
aguo pihak Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Bogor tersebut yang tidak didudukkan sebagai pihak, dengan
demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak

(Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan kurang pihak
(Plurium Litis Consortium) sehingga eksepsi Tergugat | Konvensi/Penggugat

Rekonvensi mengenai Gugatan Kurang Pihak ini dapat diterima;
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Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat | Konvensi/Penggugat
Rekonvensi mengenai Gugatan Kurang Pihak diterima maka eksepsi Tergugat
[ll, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il mengani gugatan yang diajukan
Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) tidak ada urgensinya untuk

dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat | Konvensi/Penggugat
Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dikabulkan, maka terhadap pokok
perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula
dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat
Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tersebut merupakan hal yang sama dan
tidak berdiri sendiri serta masih berkaitan dengan pokok permasalahan dalam
gugatan konvensi sehingga karena gugatan konvensi telah dinyatakan oleh
Majelis Hakim tidak dapat diterima oleh sebab itu maka gugatan rekonvensi
tersebut haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk

verklaard);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah bersesuaian
dengan materi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1057 K/Sip/1973
tanggal 25 Maret 1975, yang merupakan suatu yurisprudensi yang dapat
dijadikan sebagai salah satu dasar hukum bagi Majelis Hakim dalam
menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, yang mana kaidah hukum dari
Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah : ”...karena gugatan rekonvensi
didasarkan atas inti gugatan konvensi, maka dengan tidak diterimanya gugatan
konvensi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi menjadi tidak dapat diterima

pula”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan
gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka dari itu Majelis
Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam

gugatan rekonvensi dalam perkara ini;
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DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi, selaku pihak yang dalam konvensi telah mendalilkan akan adanya
suatu hak dan gugatannya telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis
Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dari KUHPerdata, Pasal-pasal
dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) serta peraturan-peraturan lain yang

bersangkutan;

MENGADILI
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak
dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat | Konvensi tidak
dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir
sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 3 November 2025, oleh kami Hamka,
S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H., M.H. dan Setiawati,
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah
dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem
elektronik pada hari Senin, tanggal 10 November 2025 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ristiana Dewi,
S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik pula oleh Kuasa
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat |

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Il, Kuasa Tergugat IlI, Turut
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Tergugat | dan Tergugat Turut Il serta telah dikirim secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H., M.H. Hamka, S.H., M.H.

Setiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ristiana Dewi, S.H., M.H.

Pengadilan Negeri Bogor JI. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Panitera Tingkat Pertama Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Armada Sembiring S.H. - 196901231994031003 Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 58/Puat: G$2025PNdBguo.d
Digital Signature www.mahkamahagung.go.id
Keterangan :

A
- Salinan sesuai dengan aslinya. \g

y )
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik. \’ /
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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